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MOTTO 
 
 ِهَّللا َنِم ًلًاَكَن اَبَسَك َابِ ًءاَزَج اَمُه َيِدَْيأ اوُعَطْقاَف ُةَِقراَّسلاَو ُِقراَّسلاَو  ۗ  ُهَّللاَو ِزَع  زي   ميِكَح  
 Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai 
pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah 
Swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. 
(Qs al-Maidah 38) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Maret 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah : 
1. Konsonan 
 Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba b  Be 
ت Ta t  Te 
ث s\a s\ Es (dengantitik di atas) 
ج Jim j  Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh Ka dan ha 
د Dal d  De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r  Er 
ز Zai z  Zet 
س Sin S Es 
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ش Syin sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain g  Ge 
ف Fa f  Ef 
ق Qaf q  Ki 
ك Kaf k   Ka 
ل Lam l  El 
م Mim m  Em 
ن Nun n  En 
و Wau w  We 
ه Ha h   Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya y  Ye 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
x 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah a  a  
 Kasrah i  i  
 Dammah u  u  
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
TandadanHuruf Nama GabunganHuruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh:  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Haula 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
HarakatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
a> 
a dan garis di 
atas 
ي...أ 
Kasrah dan 
ya 
i> 
I dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a.  Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. افطلأا ةضورل  Raud}ah al-atfa>l / raud}atulatfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
xiii 
 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yaitu digunakan untuk menuliskan huruf 
awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, 
bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
xiv 
 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma>Muhaamdunilla>rasu>l 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdulillahirabbilꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wainnalla>ha lahuwakhairar-ra>ziqin 
/ Wainnalla>ha lahuwakhairur-
ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kailawal mi>za>na 
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ABSTRAK 
INDRAWAN, NIM: 152131045, “SANKSI PIDANA BAGI PELAKU 
KEJAHATAN CARDING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN 
HUKUM PIDANA ISLAM”. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana 
pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang sanksi terhadap pelaku 
tindak pidana carding juga dalam pandangan serta persamaan dan perbedaan 
dari perspektif kedua hukum tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (library research).  Teknik analisa data yang di gunakan penulis 
dalam menganalisis data adalah metode kualitatif, lebih jelasnya deskriptif 
kualitatif karena penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah 
berikut jawaban dan pemecahannya menggunakan uraian-uraian kalimat yang 
diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan.  
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kejahatan carding 
dilarang dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum positif 
diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
terdapat dalam Pasal 35. Dan sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 51 Ayat 1 
dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Tidak 
hanya diatur dalam undang-undang ITE tetapi pengaturan pemidanaan tindak 
pidana carding juga diatur dalam pasal 363 ayat 5 KUHP dengan ancaman 
pidana penjara paling lama empat tahun. Kejahatan carding dalam hukum 
pidana Islam diqiyaskan dengan dengan perbuatan pencurian dengan 
pemberatan. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan dengan menipu 
pemilik kartu kredit dan menggunakan kartu kredit tersebut untuk berbelanja 
melalui situs belanja online. Ayat Al-Qur’an yang membahas tentang hal ini 
yakni terdapat dalam Q.S al-Maisdah ayat 38 dengan sanksi pidana hukuman 
hudud. 
 
Kata kunci: Carding, Cyber crime, Pencurian 
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ABSTRACT 
 
INDRAWAN, NIM: 152131045, ”CRIMINAL SANCTION FOR THE 
CARDING PERPETRATOR BASED ON POSITIVE LAW AND ISLAMIC 
CRIMINAL LAW’S PERSPECTIVE”.   This research discusses how Islamic Law 
and Positive Law view the sanctions toward criminal offender of carding and in 
view of the similarities and differences from the perspective of those two laws.  
The methodology of research used in this research is library research. 
Technique of analysing data used by the researcher   to analyze the data is 
qualitative method, to be clear it is descriptive qualitative that in analysing the data 
to illustrate a problem following the answer and its solving by using sentence 
descriptions derived from the qualitative data that has been gathered. In systematic 
writing, the first chapter is the introduction, the second chapter is the theory, the 
third chapter is the provision of  sanctions, the fourth is the analysis, and the last 
is closure contains of conclusion and suggestion.  
The result of this research concludes that carding crime is forbade in 
Positive Law or Islamic Law. In Positive Law it is regulated in Act Number 19 of 
2016, amendements to Act Number 11 of 2008 concerning on Information and 
Electronic Transactions contained in Article 35. Its criminal sanction is regulated 
in Article 51 Verse 1 with a maximum of 12 (twelve) years imprisonment and/or a 
maximum fine of Rp. 12.000.000.000 (twelve billion rupiah). It is not only regulated  
by ITE law but the criminal sanctions for carding are also regulated in Article 363 
verse 5 of the KUHP with a maximum of four years imprisonment. Carding crime 
in Islamic Criminal Law is justified by theft. This is because of the act in deceiving 
the credit card’s owner and using the credit card to shop through an online 
shopping site. The Qur’an verse that deals with this case is found in Q.S. al-Maidah 
Verse 38 with the criminal sanction of hudud punishment. 
Keyword: Carding, Cyber crime, theft   
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku 
masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, 
perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi 
tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara 
signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini 
menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi 
peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus 
menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.1 
Dalam perkembanganya teknologi informasi tidak hanya 
menimbulkan dampak positif tetapi juga dapat menimbulkan dampak 
negatif, antara lain modus operandi kejahatan. Sudah banyak modus 
kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau 
kejahatan mayantara ( cyber crime ).2 
Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi 
yang berbasis computer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa 
literature dan praktiknya dikelompokan dalam beberapa bentuk, antara 
                                                             
       1 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung:Refika 
Aditama, 2004), hlm.1 
       2 Sylviani, “Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 362 Tentang Tindak 
Pidana Carding”, Tesis. Tidak di terbitkan, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010, hlm. 1. 
 
2 
 
lain: 3 Unauthorized access to computer system and service, illegal 
contents, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage, offence against 
intellectual property, infringements of privacy. Di Indonesia kejahatan 
cyber yang sering terjadi adalah hacking, cracking, dan carding. 
Kejahatan-kejahatan tersebut selain menimbulkan dampak yang lebih 
besar dari kejahatan biasa namun juga sangat sulit untuk melacak 
pelakunya untuk diadili.4 
Pada dasarnya kegiatan carding dilakukan dengan cara melakukan 
transaksi jual beli atau bisnis yang dengan melalui perantara alat 
elektronik secara online melalui jaringan internet kemudian memasukan 
jenis pembayaran dengan tipe kartu kredit dan selanjutnya ketika 
dikonfirmasi isian informasi kartu kredit pelaku memasukan informasi 
kartu kredit orang lain, sehingga tagihan akan masuk ke rekening orang 
lain. 5 
Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan 
hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari 
cyber law, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah 
hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain 
yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of 
                                                             
       3 Maskun. Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar. (Makasar: KENCANA Prenada 
Media Group, 2012), hlm.51 
       4 Sylviani, “Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan …, hlm. 1. 
       5Ibid.. hlm. 2. 
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information technology) Hukum dunia maya (Virtual World Law) dan 
hukum mayantara.6 
Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan 
pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber 
digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika 
diidentikan dengan “dunia maya” akan cukup menghadapi persoalan 
ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat 
para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan 
suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya” sesuatu yang tidak 
terlihat dan semu.7 
Dalam ruang siber pelaku pelanggaran sering kali sulit dijerat 
kerena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yuridiksi terhadap 
pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum 
bersifat trans-nasional tetapi akibatnya justru memiliki implikasi hukum di 
Indonesia. Dalam hukum internasional, dikenakan tiga jenis yuridiksi, 
yakni yuridiksi untuk menetapkan undang-undang (the jurisdiction to 
prescribe), yuridiksi untuk penegakan hukum (the jurisdiction to enforce), 
dan yuridiksi untuk menuntut (the jurisdiction to adjudicate) 8 
Indonesia sendiri belum ada undang-undang khusus yang mengatur 
tentang kejahatan carding. Bila ditinjau lebih jauh, kejahatan carding 
termasuk tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Pasal 363 ayat 5 
                                                             
       6 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki ..., hlm.1. 
       7 Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki ..., hlm.1. 
       8 Ibid.. hlm. 19. 
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KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Hal ini juga diatur dalam 
pasal 35 jo pasal 51 Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan 
atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang 
mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi 
informasi secara umum. 
Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus Anggi 
Affiansyah asal Surabaya. Anggi dianggap terbukti melakukan 
penggandaan data kartu kredit milik Warga Negara Asing (WNA) 
Amerika Serikat (AS), Tindakan ilegal ini dilakukan terdakwa dalam 
kurun waktu 2012-2016. Kemudian berhenti selama 3 tahun dan mencoba 
memulai kembali pada bulan April 2019. Anggi mendapatkan data CC 
dari web (blog/facebook) dan membeli dari teman. ditangkap saat berada 
di Jalan Jemursari Surabaya. Anggi terancam hukuman 9 tahun dan denda 
Rp3 miliar. Dia didakwa melanggar Pasal 32 ayat (2) Jo. Pasal 48 ayat (2) 
UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(ITE).9 
Dalam hukum pidana Islam kejahatan carding tidak dijelaskan 
secara khusus, karena pada masa pembentukan hukum pidana Islam belum 
terdapat kejahatan carding, tetapi menurut unsur-unsurnya kejahatan 
carding dapat diqiyaskan dengan pidana pencurian.10  
                                                             
       9  “PN Surabaya Sidang Kasus Kejahatan Carding” dikutip dari http//Jatim.sindonews.com 
diakses pada 25 Oktober 2019, hlm.1. 
       10 A. Dzazuli, Ilmu fiqh, penggalian,perkembangan dan Penerapan Hukum pidana Islam, 
(Jakarta: Prenada Media.2005), hlm. 77. 
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Demikian juga dengan para ulama dan cendekiawan muslim, yang 
barang tentu wajib melakukan kajian khusus yang berkaitan dengan tindak 
pidana yang secara jelas tidak diterangkan di dalam Al-Qur’an dan 
Hadis.11 Karena perbuatan menipu merupakan salah satu penyakit yang 
merusak hubungan antar manusia. Perbuatan ini akan mengakibatkan 
hilangnya rasa saling mempercayai antara satu sama lain dan perbuatan 
tersebut tidak disukai oleh Allah SWT. 
Dari temuan masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
dalam tentang SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN 
CARDING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM 
PIDANA ISLAM. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang di atas, adapun 
beberapa masalah yang menjadi kajian pokok dalam tulisan ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana carding dalam 
perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam? 
2. Apa persamaan dan perbedaan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak 
pidana carding antara perspektif hukum positif dan hukum pidana 
Islam? 
 
 
                                                             
       11 Sylviani, Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan KUHP…, hlm. 5 
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C. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan 
kegunaan sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan sanksi bagi pelaku kejahatan carding menurut 
hukum positif dan hukum pidana Islam 
2. Untuk menjelaskan perbandingan hukuman bagi pelaku kejahatan 
carding menurut Hukum Pidana Islam dan hukum positif Indonesia 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan 
dapat bermanfaat: 
1. Manfaat Praktis 
a. Memberikan landasan bagi peneliti lain dalam melakukan 
penelitian yang sejenis. 
b. Memberikan referensi yang lebih untuk menyikapi tindak 
kejahatan carding. 
2. Manfaat Teoritis 
a. Menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis 
khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya terkait kejahatan 
carding. 
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E. Kerangka Teori 
1. Carding 
Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi 
komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 
kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil 
maupun non-materil. Carder adalah sebutan yang digunakan untuk 
menamakan para pelaku kejahatan Carding. Menurut IFFC (Internet 
Fraud Complaint Centre salah satu unit dari FBI), Carding adalah 
“Penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit atau kartu debit 
Fraudlently untuk memperoleh uang atau properti dimana kartu kredit 
atau nomor kartu debit dapat dicuri dari situs web yang tidak aman 
atau dapat diperoleh dalam pencurian identitas scheme.12 
2. Sanksi Pidana 
a. Pengertian Sanksi Pidana 
Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang 
menaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran 
norma keagamaan misalnya, ialah bahwa terhadap pelanggar kelak 
akan mendapat siksa di neraka. Sanksi terhadap pelanggar norma 
kesusilaan ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang 
bersangkutan.13 
                                                             
       12 Bapenda Jabar, “Apa itu carding ?” dikutip dari https://bapenda.jabarprov.go.id diakses 22 
oktober 2019. 
        13 Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonsia dan Penerapannya, (Jakarta: BPK Gunung 
Mulia, 1982), hlm. 28 
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Sanksi adalah suatu langkah hukuman  yang dijatuhkan 
oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran 
yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Dalam lingkup 
masyarakat kecil kata sanksi ini banyak digunakan untuk 
menghukum seseorang atau  kelompok yang bersalah. 
Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman 
itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang 
dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang 
dilindungi hukum pidana.14 
Mengutip dari pendapat Richard D. Schwartz dan Jerome 
H. Skonlick Sanksi Pidana mempunyai maksud untuk:15 
1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana 
(topreventrcidivism); 
2) Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti 
dilakukan oleh terpidana (todeterother krom theperfomance of 
similaracts); 
3) Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas 
dendam (toprovide a channel for theexpression of 
realiatorymotives) 
 
                                                             
       14 Ismu Gunadi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana,...hlm. 65 
       15 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib SwekelolaPengandaan Barang Jasa, (Jakarta: 
Visimedia pustaka,2014), hlm. 192 
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3. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam 
Hukuman atau sanksi pidana dalam bahasa Arab disebut 
sebagai ‘uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas 
perbuatannya melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah Swt. 
dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.16 Hukuman atau sanksi 
pidana yang dijatuhkan dan perbuatan yang diancam pidana harus 
tercantum dalam Al-Qur’an atau As-Sunnah. 
4. Sanksi Pidana Carding dalam KUHP 
Di dalam KUHP definisi carding tidak dijelaskan secara khusus 
tetapi pengaturan tindak pidana carding termuat di dalam pasal 363 
ayat 5, yang berisi : 
Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk 
ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, 
dengan jalan membongkar, memecahkan atau memanjat atau dengan 
jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, 
palsu.17 
5. Sanksi Pidana Carding dalam UU ITE 
Di dalam UU ITE sendiri belum ada peraturan khusus yang 
menyebutkan tentang tindak pidana carding namun bila dilihat dari 
unsur-unsurnya kejahatan carding dapat di jerat dengan pasal 35 jo 
pasal 51 ayat 1 UU ITE yang berisi sebagai berikut : 
 
                                                             
       16 Ibid, hlm. 111 
       17 KUHP Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan 
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Pasal 35 :  
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 
pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.  
Pasal 51 ayat 1 : 
Setiap orang yang memenuhi unsur yang di maksud dalam pasal 35 
di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah). 18 
 
6. Teori  Jari>mah  
Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai tindak pidana 
yang dituangkan dalam syara’ ataupun yang tidak terdapat Nash 
hukumnya. Ditinju dari segi ada dan tidak ada nashnya dalam Al-
Qur’an dan Al-Hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu: 
a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qisash, diyat, dan 
kafarah. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, 
pemberontak, pembunuh, dan Orang yang mendzihar istrinya; 
b. Hukum yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman ta’zir, 
seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan 
amanah, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas 
jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilogram.19 
                                                             
       18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2008 atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  
       19 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam FIqhJinayah,...hlm.45 
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Pembagian jari>mah pada dasarnya tergantung dari berbagai 
sisi. Jari>mah dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, 
dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban 
yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. 
Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau 
tidaknya oleh Al-Qur’an dan hadis atas dasar ini, jari>mah dibagi 
menjadi tiga macam, yaitu jari>mah hudud, jari>mah qishas, dan  
jari>mah ta’zir.20 
a. Jari>mah Hudud 
Merupakan perbuatan melanggar hukum yang jenis dan 
ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had 
(hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas 
terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan 
(si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil 
amri).21 Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam 
jari>mah hudud yang terdiri: 
1) Jari>mah zina, Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman 
cambuk/dera/jilid, perasingan dan rajam. 
2) Jari>mah qazaf (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu 
dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 
                                                             
       20 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 
Press, 2016), hlm. 114 
       21 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia,...hlm. 12. 
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kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya 
kesaksian yang bersangkutan sela seumur hidup. 
3) Jari>mah syurbu khamar (minum-minuman keras). Bentuk 
hukumannya yaitu didera dengan dua pelepah kurma sebanya 
empat puluh kali. 
4) Jari>mah sariqah (pencurian). Bentuk hukuman yaitu 
dipotong kedua tangannya. 
5) Jari>mah hirabah (perampokan). Bentuk hukuman yaitu 
hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong 
tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.  
6) Jari>mah riddah (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya 
adalah hukuman mati. 
7) Jari>mah al-bagyu (pemberontakan). Bentuk hukumannya 
adalah hukum bunuh.22 
Dalam jari>mah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah, 
dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. 
Sedangkan dalam jari>mah pencurian dan qazaf (penuduh zina) 
yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia 
(individu), akan tetapi hak Allah lebih dominan. 
b. Jari>mah Qisash 
Merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman 
qisash dan diyat baik hukuman telah ditentukan batasnya, tidak ada 
                                                             
        22 Makrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 12 
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batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si 
korban dan walinya), ini berada dengan hukuman had yang 
menjadi hak Allah semata. Hukum qisash diyat penerapannya ada 
beberapa kemungkinan, seperti hukum qisash bisa berubah 
menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila 
dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. 
c. Jari>mah Ta’zir 
Merupakan memberi pelajaran, artinya salah satu jari>mah 
yang diancam dengan hukum ta’zir yaitu hukuman selain had dan 
qisash-diyat. Pelaksanaan hukuman ta’zir, baik yang jenis 
larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu 
menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya 
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. 
Berbeda dengan qisash dan hudud, bentuk sanksi ta’zir 
tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur’an dan hadis. Untuk 
menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau 
penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan 
ukuran sanksi ta’zir ini harus tetap memperhatikan nash 
keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam sebab hal ini 
menyangkut kemaslahatan umum.23 
Hukuman dalam jari>mah ta’zir tidak ditentukan 
ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah 
                                                             
       23 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam,... hlm. 93. 
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dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). 
Dengan demikian syar’i mendelegasikan kepada hakim untuk 
menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku 
jari>mah.24 
F. Tinjaun Pustaka 
Penelitian yang dilakukan oleh Comex Chrisna Wijaya berjudul 
“Kejahatan Carding dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum 
Pidana Islam” (2010), Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa sanksi kejahatan carding menurut 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 
elektronik dapat dijerat dalam pasal 30 dan 31 karena menerobos sistem 
orang lain tanpa izin. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi 
kejahatan carding diqiyaskan dengan tindakan penipuan hal ini didasarkan 
pada mengambil dan memanfaatkan uang orang lain melalui credit card / 
rekening tanpa seizin pemiliknya.25 
Penelitian yang dilakukan oleh Novryan Alfin Kurniawan berjudul 
“Jurnal Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan Transnasional 
Menurut Hukum Internasional” (2014), Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya Malang. Skripsi ini berisi tentang kejahatan carding merupakan 
kejahatan transnasional dan untuk mencegahnya diperlukan penerapan 
                                                             
       24 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia,...hal. 13 
       25 Comex Chrisna Wijaya, ” Kejahatan Carding Dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan 
Hukum Pidana Islam”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta, 2010. 
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yuridiksi ekstrateritorial yang didamping dengan perjanjian internasional 
yaitu Convention on Cybercrime dan menambah beberapa pasal di dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 
elektronik sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.26 
Jurnal oleh Bambang Hartono yang berjudul “Penerapan Sanksi 
Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding” (2013). Yang menjelaskan 
tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Carding 
digunakan perangkat hukum yang ada di dalam KUHP terutama di pasal 
378 KUHP yaitu tentang penipuan sebagaimana tercantum dalam pasal 
378 KUHP. Selain penerapan sanksi pidana tindak pidana carding dapat 
dilakukan dengan upaya Preventif dan Upaya Reprensif.27 
Jurnal oleh H. Sofyan Jannah dan M. Naufal yang berjudul 
“Penegakan Hukum Cyber Cryme Ditinjau dari Hukum Positif dan 
Hukum Pidana Islam” (2012). Yang menjelaskan tentang definisai dari 
kejahatan siber. Sanksi bagi pelaku cybercrime menurut syariat Islam 
adalah takzir melalui proses peradilan dengan vonis hakim dengan 
ancaman hukuman berupa kurungan penjara pengasingan, cambuk sampai 
pada hukuman mati sesuai dengan tingkat mudharat yang telah 
dilakukanya.28 
                                                             
       26  Novryan Alfin Kurniawan, “ Jurnal Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan 
Transnasional Menurut Hukum Internasional” , Skripsi, tidak di terbitkan, Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, Malang, 2014. 
       27 Bambang Hartono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding”, Pranata 
Hukum, (Bandar Lampung) vol. 8 No 2, 2013. 
        28 H Sofwan Jannah dan M. Naufal, “Penegakan Hukum Cyber Cryme Ditinjau Dari Hukum 
Positif dan Hukum pidana Islam”, Al-Mawarid, (Yogyakarta) vol. XII, NO1, 2012 
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Dari beberapa penelitian yang sudah penulis tuliskan di atas 
terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji, yakni 
penelitian terdahulu di atas hanya memaparkan hukum bagi pelaku 
kejahatan carding dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam 
tetapi tidak membandingkan kedua sumber hukum tersebut. Sedangkan 
penelitian ini menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku carding dan 
penambahan berupa perbandingan hukuman bagi pelaku carding dalam 
tinjauan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. 
G. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan 
konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, 
berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak 
adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu29 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur 
analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 
kuantifikasi lainnya.30 
Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan 
secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan 
menyimpulkan objek skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan konteks dan 
                                                             
        29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 
hlm. 42. 
       30 Lexy J Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Roesdakarya 
Offset, 2010), hlm. 6. 
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latar apa adanya bukan melakukan eksperimen yang dikontrol secara ketat 
atau memanipulasi variabel.31 
Penelitian ini antara lain terbagi dalam : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (Library 
Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, 
menelaah dan mengkaji literatur ilmiah atau buku-buku yang terdapat 
dalam suatu perpustakaan. Library research adalah metode penelitian 
dengan pengumpulan data dari bahan tertulis (teori-teori) yang 
berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang mengandalkan atau 
memakai sumber karya tulis kepustakaan.32 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat 
deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan atau menguraikan teori-teori 
yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam menganalisis 
pokok-pokok masalah. 
3. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sudah dalam 
bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Sumber data 
dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
 
                                                             
       31 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: 
Lemba Humanika, 2010), hlm. 10. 
       32Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1997), hlm. 9. 
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a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KHUP) dan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah segala bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan 
masalah penelitian, baik dari sumber dokumen ataupun buku-buku, 
koran, artikel, jurnal, majalah dan tulisan-tulisan pada sistem 
internet tentang kejahatan carding. 
4. Analisis Data 
Data hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, 
yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian yakni penerapan sanksi 
pidana bagi pelaku kejahatan carding tinjauan hukum positif dan 
hukum pidana Islam dengan sejelas-jelasnya. 
Pengelolaan data melalui tahap pemeriksaan data, seleksi data, 
klasifiksi data, dan sistemasasi data. Untuk data yang disajikan dalam 
bentuk uraian dibahas dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, 
selanjutnya ditarik kesimpulan. 
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan 
menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif yang 
berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan 
kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, penulis 
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menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan 
dengan persoalan yang dibahas.  
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya 
dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan 
perincian sebagai berikut:  
Bab satu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini perlu karena merupakan 
gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan 
dalam proses penelitian ini.  
Bab dua berisi tentang landasan teori yang meliputi pengertian 
kejahatan carding, sejarah kejahatan carding, dasar hukum kejahatan 
carding, dan jenis-jenis kejahatan carding. 
Bab tiga berisi tentang penerapan sanksi kejahatan carding 
menurut hukum pidana Islam dan hukum Positif. Pada bab ini berisikan 
uraian sanksi pelaku kejahatan carding, mulai dari unsur-unsur, dasar 
hukum, dan tujuan sanksi dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. 
Bab empat berisi analisis data tentang penerapan sanksi pelaku 
kejahatan carding dalam hukum pidana  Islam dan hukum Positif, 
persamaan dan perbedaan menurut Hukum Positif dan hukum pidana 
Islam terkait dengan dasar hukum, penerapan sanksi terhadap pelaku 
kejahatan carding. 
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Bab lima adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan 
saran, yang mana akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan sebagai 
jawaban dari rumusan atau pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang 
ada pada bab pertama, serta akan diberikan saran-saran atau rekomendasi-
rekomendasi terkait dengan judul terkait yang selanjutnya penyusun 
memberikan sumbang sarannya sebagai refleksi atas realitas yang ada saat 
ini. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Carding 
1.  Pengertian Kejahatan Carding 
Berbicara tindak pidana carding tidak terlepas dari suatu kejahatan 
dimana komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan carding 
tersebut, dimana tindak pidana carding ini merupakan salah satu jenis 
kejahatan yang dikenal dengan istilah  cyber crime.  Istilah cyber crime 
saat ini merujuk pada satu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan 
dunia maya (cyber space).  
Meskipun belum ada kesepahaman menganai definisi kejahatan 
teknologi informasi namun ada kesamaan universal mengenai kejahatan 
komputer. Secara umum yang di maksud dengan kejahatan komputer atau 
kejahatan dunia cyber (cyber crime) adalah upaya memasuki dan atau 
menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan 
dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan 
atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan 
tersebut. Tindakan carding sendiri merupakan salah satu bentuk dari 
kejahatan cyber crime yang terjadi saat ini, akibat dari kemajuan teknologi 
informasi.1 
Carding adalah sebuah ungkapan mengenai aktivitas berbelanja 
secara maya atau melalui situs-situs belanja yang disediakan dengan 
                                                             
       1 Bambang hartono ”Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding,” Pranata 
Hukum (Bandar Lampung) vol. 8 Nomor. 2, 2013, hlm. 2. 
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menggunakan kartu kredit orang lain, yang dalam hal ini adalah kartu 
kredit yang didapat dari hasil menipu para korban dengan menggunakan 
teknologi komputer sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil 
maupun non-materil.2 Carder adalah sebutan yang digunakan untuk 
menamakan para pelaku kejahatan Carding. Menurut IFFC (Internet 
Fraud Complaint Centre salah satu unit dari FBI), Carding adalah 
“Penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit atau kartu debit Fraudlently 
untuk memperoleh uang atau properti dimana kartu kredit atau nomor 
kartu debit dapat dicuri dari situs web yang tidak aman atau dapat 
diperoleh dalam pencurian identitas scheme.3  
Adapun pengertian definisi carding dari beberapa sumber :  
a. Doctor Crash dalam buletin para hacker  menyatakan bahwa carding 
adalah sebuah cara untuk mendapatkan barang-barang yang diperlukan 
tanpa membayar mereka,.  
b. Carding menurut Wahid adalah penyalahgunaan kartu kredit dengan 
menggunakan internet dan 36 komputer sebagai medianya dan di 
lakukan secara online dengan mencoba nomor-nomor yang ada dengan 
cara memalsukannya. 4 
c. Carding menurut Johannes adalah penyalahgunaan kartu kredit 
menggunakan internet, carding merupakan triminologi yang biasa 
                                                             
       2 Sylviani, “Studi Komparasi Hukum Pidana... hlm. 46. 
       3 Bapenda Jabar, “Apa itu carding ?” dikutip dari https://bapenda.jabarprov.go.id diakses 22 
oktober 2019. 
       4 Dea Alamanda Putra, “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Carding  (Studi Kasus Di Ditreskirm Polda Jateng)”, skripsi,tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu 
Hukum UNNES. Semarang. 2017. Hlm. 35. 
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digunakan para hacker bagi perbuatan yang terkait penipuan 
menggunakan kartu kredit, informasi kartu kredit yang dicuri untuk 
membeli barang dan jasa.5 
Pelaku carding tidak seorang diri, pelaku ini melibatkan beberapa 
pihak untuk melancarkan tindak kejahatanya diantaranya adalah : 
a. Carder 
Carder adalah pelaku dari carding, carder menggunakan e-mail, 
banner atau pop-up window untuk menipu netter ke suatu situs web 
palsu, dimana netter diminta untuk memberikan informasi pribadinya. 
Teknik umum yang digunakan para carder dalam aksi penipuan adalah 
membuat situs atau e-mail palsu atau disebut juga phising dengan  
tujuan untuk memperoleh informasi nasabah seperti nomor rekening, 
PIN (personal identification number) atau password. Pelaku kemudian 
melakukan konfigurasi PIN atau password setelah memperoleh 
informasi dari nasabah, sehingga dapat mrngambil dana dari nasabah 
tersebut. Target carder yaitu pengguna layanan internet banking atau 
situs-situs ikalan, jejering sosial, online shopping dan sejenisnya yang 
ceroboh dan tidak teliti dalam melakukan transaksi secara online 
melalui situs internet. 
 
 
 
                                                             
       5 Ibid.. hlm. 36. 
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b. Netter 
Netter adalah pengguna internet atau yang  gemar internet, yang 
selalu mencari informasi atau pengetahuan dari dunia maya dalam hal 
ini adalah penerima e-mail yang dikirimkan oleh para carder. 
c. Cracker  
Cracker adalah sebutan untuk orang yang mencari kelemahan 
sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari 
keuntungan dari sistem yang dimasuki seperti pencurian data, 
penghapusan, penipuan, dan banyak yang lainya. 
d. Bank  
Bank adalah badan hukum yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga merupakan 
pihak yang menerbitkan kartu kredit/debit, dan sebagai pihak 
penyelenggara mengenai transaksi online, ecommerse, internet 
banking, dan lain-lain.6 
2. Langkah-Langkah Carder dalam Menjalankan Kejahatanya 
Ada beberapa langkah yang digunakan oleh hacker dalam 
melancarkan tindak pidana carding, antara lain: 
a. Mendapatkan nomor kartu kredit yang bisa dilakukan dengan berbagai 
cara antara lain. 
                                                             
       6 Ibid. 
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1) Phising adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan 
percobaan untuk mendapatkan informasi peka, seperti kata sandi 
dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang 
terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat 
elektronik atau pesan instan. Contohnya adalah membuat situs 
palsu seperti dalam kasus situs klik bca. 
2) Hacking menurut Zackary dalam white paper-nya yang berjudul 
“Basic of Hacking”. Hacking adalah aktivitas penyusupan ke dalam 
sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk 
menyalahgunakan ataupun merusak sistem yang ada. 
3) Sniffing adalah penyadapan terhadap lalu lintas data pada suatu 
jaringan komputer. 
4) Keylogging adalah suatu program (walaupun jarang, tapi juga ada 
keylogger berbentuk hardware) yang dirancang khusus untuk 
mencatat segala aktifitas keyboard dan menyimpan hasilnya 
kedalam sebuah log atau catatan teks. 
5) Chatting dengan merayu dan tanpa sadar memberikan nomor kartu 
kredit secara sukarela, berbagi informasi antara Carder, 
mengunjungi situs yang memang spesial menyediakan nomor-
nomor kartu kredit buat Carding dan lain-lain yang pada intinya 
adalah untuk memperolah nomor kartu kredit. 
b. Mengunjungi situs-situs online yang banyak tersedia di internet seperti 
Ebay, Amazon untuk kemudian Carder mencoba-coba nomor yang 
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dimilikinya untuk mengetahui apakah kartu tersebut masih valid atau 
limitnya mencukupi. 
c. Melakukan transaksi secara online untuk membeli barang seolah-olah 
Carder adalah pemilik asli dari kartu tersebut. 
d. Menentukan alamat tujuan atau pengiriman, sebagaimana kita ketahui 
bahwa Indonesia dengan tingkat penetrasi pengguna internet di bawah 
10%, namun menurut survei AC Nielsen tahun 2001 menduduki 
peringkat keenam dunia dan keempat di Asia untuk sumber para 
pelaku kejahatan Carding. Hingga akhirnya Indonesia di-blacklist oleh 
banyak situs-situs online sebagai negara tujuan pengiriman. Oleh 
karena itu, para Carder asal Indonesia yang banyak tersebar di Jogja, 
Bali, Bandung dan Jakarta umumnya menggunakan alamat di 
Singapura atau Malaysia sebagai alamat antara dimana di negara 
tersebut mereka sudah mempunyai rekanan. 
e. Pengambilan barang oleh Carder.7 
3. Sejarah Kejahatan Carding 
Cybercrime terjadi bermula dari kegiatan hacking yang telah ada 
lebih dari satu abad. Pada tahun 1870-an, beberapa remaja telah merusak 
sistem telepon baru Negara dengan merubah otoritas. Awal 1960 fasilitas 
universitas dengan kerangka utama komputer yang besar, seperti 
laboratorium kepintaran buatan (artificial intelligence) MIT, menjadi tahap 
percobaan bagi para hacker. Pada awalnya, kata “hacker” berarti positif 
                                                             
       7 Ibid.  
27 
 
untuk seorang yang menguasai komputer yang dapat membuat sebuah 
program melebihi apa yang dirancang untuk melakukan tugasnya. Awal 
1970 John Draper membuat sebuah panggilan telepon membuat sebuah 
panggilan telepon jarak jauh secara gratis dengan meniupkan nada yang 
tepat ke dalam telepon yang memberitahukan kepada sistem telepon agar 
membuka saluran. Draper, yang kemudian memperoleh julukan “Captain 
crunch” ditangkap berulang kali untuk pengrusakan telepon pada tahun 
1970 an.8 
Pada tahun 1980 pengguna Bulletin Board System (BBS), 
penggunaan kata Carding telah digunakan untuk mendeskripsikan seputar 
praktik penipuan kartu kredit. Metode berupa mencari bukti transaksi di 
tong sampah, pencurian kotak surat dan bekerja menjadi kasir di toko 
menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan informasi kartu. Semua 
informasi kartu tersebut dikumpulkan di suatu rumah atau apartemen yang 
tidak berpenghuni. Metode lain yang digunakan pada saat itusocial 
engineering with mail order berupa penjualan barang melaluipesanan 
lewat pos (mail order) untuk mendapatkan informasi kartu tanpa 
menunjukkan kartu tersebut.  Pengguna internet pada masa itu seperti 
“The Video Vindicator” secara bebas menulis tutorial pencurian kartu 
kredit melewati Amerika, pencurian, penipuan pesan fax, tata cara 
phreaking serta berbagai teknik lainnya untuk mendapatkan keuntungan 
                                                             
       8 Jurnalis J. Hius., et.al., Mengenal dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas 
Online Sehari-Hari Dalam Pendidikan, Pemerintahan Dan Industri Dan Aspek Hukum Yang 
Berlaku, Prosiding SNIKOM 2014. Banda Aceh, 24 Mei 2014, ISBN: 978-602-70467-0-2, hal 1 
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dari carding. Penangkapan para hacker disebabkan oleh adanya aktifitas 
yang berhubungan dengan carding lebih banyak dijatuhi hukuman melalui 
peraturan keuangan yang berlaku daripada peraturan mengenai komputer 
yang baru muncul kala itu.9 
Pertengahan tahun 1990, dengan melonjaknya pengguna AOL 
(America Online), AOHell software menjadi alat yang populer untuk 
melakukan phising dan mencuri informasi berupa kartu kredit dari 
pengguna internet yang masih awam. Para Phiser yang juga menggunakan 
piranti lunak bajakan warez akan berpura-pura menjadi staff dari AOL dan 
mengirimkan pesan instan untuk mendapatkan kata sandi dari para korban. 
Ketika korban memasukkan kata sandi miliknya, mereka dengan leluasa 
menggunakan akun korban untuk melakukan tindakan kriminal berupa 
pengambilan informasi kartu kredit dari korban. Pada tahun 1997, pihak 
AOL melakukan perubahan dengan mematikan beberapa akun yang terkait 
dengan phising.10 
Tahun 1999, diterbitkan pertama kali sebuah buku tentang carding, 
100% internet credit card fraud protected. buku ini mendeskripsikan 
tentang spring hack 1999 dan credit card fraud on cybercash ,tingkatan 
keahlian para carder, serta skema dasar dari phising untuk mendapatkan 
data kartu kredit. buku ini juga menjelaskan bahwa pada tahun 1999, 
                                                             
       9 Aru Malika, “Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Carding (Penggunaan 
Ilegal Kartu Kredit) Sebagai Bentuk Cybercrime”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum USU 
Medan. 2017. Hlm55 
       10 Ibid..., .hlm. 57. 
29 
 
Amerika Serikat telah mengalami kerugian antara 500 ribu hingga 2 juta 
dollar akibat carding.11 
Tahun 2000, banyak situs jejaring seperti Counterfeit Library, 
Diploma Mill dan lain-lain berkembang pesat membentuk jaringan 
cybercrime dimana para anggota jaringan melalukan tindakan kriminal 
carding .Kumpulan hacker terkenal asal Rusia juga mengatakan 
membentuk CarderPlanet di Odessa. Forum tersebut salah satu situs yang 
berbahaya untuk tindak kejahatan penipuan kartu kredit. Situs jaringan 
tersebut tutup pada akhir 2004 dengan tertangkapnya penemu 
CarderPlanet, Roman Vega.12  
Tahun 2005 hingga saat ini praktik kejahatan carding didominasi 
oleh forum Rusia dibandingkan forum-forum negara lain. Forum Rusia 
menyerang pihak-pihak yang berada di luar negara mereka terutama 
negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat. Ini dikarenakan pihak 
yang tergabung dalam forum Rusia lebih mudah dalam menyusup kedalam 
perlindungan informasi pribadi Negara tersebut serta mampu melakukan 
Counter Inteliigence. Kurangnya Perjanjian Ekstradisi antara Amerika 
Serikat dengan Rusia menyebabkan kejahatan carding terus berkembang 
di Rusia.13 
Kejahatan teknologi komputer telah memberikan kemudahan-
kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Perkembangan 
teknologi komputer menyebabkan mumculnya jenis kejahatan-kejahatan 
                                                             
       11 Vesper,100% internet credit card fraud protected,ISBN1552125343, Canada, 2000, hal 4. 
       12 Aru Malika, “Pengaturan Hukum InternasionalTerhadap Kejahatan Carding ..., hlm.57. 
       13 Ibid. 
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baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandi. 
penyalahgunaan komputer dalam perkembanganya menimbulkan 
permasalahan yang sangat rumit, diantaranya proses pembuktian atas suatu 
tindak pidana.  
Banyaknya penyedia internet dan semakin terjangkaunya biaya 
akses internet membuat semakin banyak orang mengenal internet dan 
menggunakanya. Hal tersebut membuat para penipu melakukan aksi 
carding dengan memanfaatkan kesadaran masyarakat dengan ini pengguna 
kartu kredit yang masih kurang mengerti akan dampak negatif dari internet 
serta tidak kesempurnaan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal 
tersebut. 
Sebagaimana lazimya pembaharuan teknologi, internet selain 
memberi manfaat juga menimbulkan efek negatif dengan terbukanya 
peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data 
dan informasi yang di kerjakan secara elektronik. Dalam jaringan 
komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks 
karena ruang lingkupnya yang luas. Krimiminalitas di internet atau cyber 
crime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan 
cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Salah satu versi jenis kejahatan 
di innternet yaitu carding, yang termasuk dalam motif kriminal yang 
berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi.14 
 
                                                             
       14 Imam Baehaqi, ”Hacking, Cracking dan Carding” dikutip dari: www.academia.edu diakses 
12 November 2019, hlm. 7. 
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4. Hukum Tindak Pidana Carding  
a.  Dalam Hukum pidana Indonesia  
Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan 
carding  adalah pasal 363 ayat 5 KUHP, yang berisi : 
Di dalam KUHP definisi carding tidak di jelaskan secara 
khusus tetapi pengaturan tindak pidana carding termuat di dalam pasal 
363 ayat 5, yang berisi : 
Pasal 363: 
Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
Ayat 5: 
Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk 
ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk 
diambilnya, dengan jalan membongkar, memecahkan atau 
memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu 
atau pakaian jabatan, palsu.15 
Selain di dalam KUHP hukum tentang carding juga diatur 
dalam UU ITE tetapi belum ada peraturan khusus yang menyebutkan 
tentang tindak pidana carding namun bila dilihat dari unsur-unsurnya 
kejahatan carding dapat di jerat dengan pasal 35 jo pasal 51 ayat 1 UU 
ITE yang berisi sebagai berikut : 
Pasal 35 :  
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, 
penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang 
otentik.16  
                                                             
       15 KUHP Pasal 363 tentang Tindak Pidana Pencurian. 
       16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2008 atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  
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Pasal 51 ayat 1 : 
  Setiap orang yang memenuhi unsur yang di maksud dalam 
pasal 35 di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua 
belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 
(dua belas miliar rupiah). 17 
 
b. Hukum pidana Islam 
Kejahatan carding diqiyaskan dengan jarimah penipuan. Hal 
ini karena perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menipu pemilik 
kartu kredit dan menggunakanya untuk berbelanja melalui toko online 
dengan menggunakan nomor kartu kredit milik orang lain tersebut 
untuk kepentingan pribadinya.  
Jika dilihat dari unsur perbuatanya maka carding dalam hukum 
pidana Islam terdapat dalam surat surah al-Maidah ayat 38.18 
اَكَن اَبَسَك َابِ ًءاَزَج اَمُه َيِدَْيأ اوُعَطْقاَف ُةَِقرا َّسلاَو ُِقرا َّسلاَو ِهَّللا َنِم ًلً  ۗ يِكَح ٌزِيزَع ُهَّللاَو ٌم  
Artinya: Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan 
keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan 
dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi 
maha bijaksana. " (QS al-Maidah ayat 38)19 
5. Jenis-jenis carding 
Adapun jenis-jenis carding  adalah sebagai berikut : 
a. Misus (compromise) of card data, yaitu berupa penyalah gunaan kartu 
kredit yang tidak di presentasikan. 
                                                             
       17 Ibid 
        18  Makhrus Munajat, Fikih Jinayah…, hlm. 118. 
       19 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 
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b. Counterfeiting, yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu palsu sudah di 
ubah sedemikian rupa menyerupai kartu asli. Carding jenis ini 
dilakukan oleh peroragan sampai sindikat pemalsu kartu kredit yang 
memiliki jaringan luas, dana besar dan didukung oleh keahlian 
tertentu. Perkembangan Counterfeiting saat ini telah menggunakan 
software tertentu yang tersedia secara umum di situs-situs tertentu 
(creditmaster, credit probe) untuk menghasilkan nomor-nomor kartu 
kredit serta dengan menggunakan mesin atau terminal yang dan 
telepon genggam untuk mengecek keabsahan nomor-nomot tersebut. 
Selain itu, counterfeiting juga menggunakan skimming device yang 
berukuran kecil untuk mengkloning data yang tertera di magnetik 
stripe kartu kredit asli dan menggunakan peralatan-peralatan untuk 
meng-intercept jaringan telekomunikasi serta menggunakan terminal 
implants. 
c. Wire tapping, yaitu penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan 
komunnikasi. Dengan sistem ini jumlah data yang didapat sangat 
banyak, jumlah kerugian yang tinggi dan sampai saat ini belum ada 
buktinya di indonesia.  
d. Pissing, yaitu penyadapan melalui situs website agar personal data 
nasabah dapat dicuri. 20 
                                                             
       20 Sylviani, “Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 362 …,  hlm. 47. 
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BAB III 
KETENTUAN SANKSI PIDANA KEJAHATAN CARDING MENURUT 
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Ketentuan Sanksi Kejahatan Carding Menurut Hukum Positif  
1. Pengertian Sanksi Pidana 
Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang menaati 
norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma 
keagamaan misalnya, ialah bahwa terhadap pelanggar kelak akan 
mendapat siksa di neraka. Sanksi terhadap pelanggar norma kesusilaan 
ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan.1 
Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, 
Sanctie, seperti dalam poenalesanctie yang terkenal dalam sejarah 
Indonesia pada pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam 
konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang diajukan oleh pengadilan, 
dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control sosial.2Sanksi 
adalah suatu langkah hukuman  yang dijatuhkan ke negara atau kelompok 
tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau 
kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita 
saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini banyak 
digunakan untuk menghukum seseorang atau  kelompok yang bersalah. 
                                                             
        1 Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonsia dan Penerapannya, (Jakarta: BPK Gunung 
Mulia, 1982), hlm. 28 
       2 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 51 
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Hukuman merupakan ancaman bersifat penderitaan dan siksaan. 
Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu 
dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 
seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.3 
2. Tujuan Penjatuhan Sanksi Pidana 
Tujuan adalah tindakan yang ditujukan kepada pribadi atau badan 
hukum yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang 
dianut oleh hukum pidana yang ditujukan untuk memelihara keamanan 
dan pergaulan hidup teratur, menjadi perdebatan para pakar dalam dasar 
diadakannya hukuman tersebut. Dari perbedaan tersebut, timbul tiga teori 
berikut: 
a. Teori imbalan (absolute). Menurut teori ini , dasar hukum harus dicari 
dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan telah menimbulkan 
penderitaan bagi orang lain. Sebagai imbalannya (vergeliding), pelaku 
juga harus diberi penderitaan. 
b. Teori maksud dan tujuan (relatieve). Berdasarkan teori ini, hukuman 
dijatuhkan berdasarkan maksud dan tujuan dari hukuman, yaitu 
memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan 
itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan 
hukuman adalah mencegah (prevensi) kejahatan. Ada perbedaan 
pendapat dalam hal prevensi. Ada yang berpendapat bahwa prevensi 
ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum. Hal ini dapat 
                                                             
       3 Ismu Gunadi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana,...hlm. 65 
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dilakukan dengan ancaman hukuman penjatuhan hukum dan 
pelaksanaan (eksekusi) hukuman. Ada pula berpendapat bahwa 
prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu. 
c. Teori gabungan (verenigings theorie). Pada dasarnya, teori ini 
merupakan gabungan dari teori imbalan dan teori tujuan. Teori ini 
mengajarkan bahwa hukuman bertujuan mempertaruhkan tata tertib 
hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat. 
Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa 
tujuan pemidanaan adalah: menjerahkan penjahat, membinasakan atau 
membuat tak berdaya lagi si penjahat dan memperbaiki penjahat.4 
Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick Sanksi 
Pidana dimaksudkan untuk:5 
a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (topreventrcidivism); 
b. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti dilakukan 
oleh terpidana (todeterother krom theperfomance of similaracts); 
c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam 
(to provide a channel for theexpression of Realiatory motives) 
Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan 
sejarah tujuan penjatuhan pidana dapat dihimpun dalam rampat bagian, 
yakni6: 
                                                             
       4 Juhaya S,Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2014), hal.191 
       5 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib SwekelolaPengandaan …, hlm. 192 
        6 Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan 
Masa yang akan datang, cet.2, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 15 
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a. Pembalasan (revenge), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan 
dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita 
seperti yang ditimpakan kepada Orang lain. 
b. Penghapus dosa (ekspiation), konsep ini berasal dari pemikiran yang 
bersifat religius yang bersumber dari Allah. 
c. Menjerakan (detern). 
d. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (Rehabilitation of the 
Criminal), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap 
dan perilaku jari>mah agar tidak mengulangi kejahatannya. 
3. Sanksi Pidana Carding 
a.  Undang-Undang ITE 
 Kebijakan pengaturan tindak pidana carding diatur dalam pasal 
35 jo pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang 
perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah 
UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau 
teknologi informasi secara umum. 
Pasal 35 Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan 
atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 atau UU ITE menyebutkan 
bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, peubahan, penghilangan, 
pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
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dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.7 
Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang 
perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 atau UU ITE. 
Menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
yang dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau didenda paling banyak 
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).8 
b. KUHP 
Diatur dalam pasal 363 ayat 5 yang menyabutkan:  
Pasal 363:  
Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. 
Ayat 5: 
Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk 
ketempatkejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, 
dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan 
memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu.9 
 
4. Unsur-Unsur Kejahatan Carding 
a.  Kesengajaan. 
b. Maksud pada suatu percobaan. 
c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 
d. Merencanakan terlebih dahulu 
                                                             
       7 Undang-Undang  No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. 
       8 Ibid. 
       9 KUHP Pasal 363 tentang Tindak Pidana Pencurian 
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Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai 
dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi 
sesuatu yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Pemerintah Indonesia 
melalui  Kementrian Informasi dan Komunikasi menciptakan sebuah 
Undang-Undang yang secara khusus membahas peramasalahan informasi 
dan transaksi  elektronilk yang di undangkan pada 21 April 2008 yang 
kemudian dikenal dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik.10 Yang sekarang ini telah di perbarui 
menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.   
PerUndang-Undangan Indonesia telah mengatur tantang tindak 
pidana carding dalam pasal 35 UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 
UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi:11 
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, peubahan, penghilangan, 
pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.” 
 
Ketentuan tindak pidana carding terdapat dalam Pasal 51 Ayat 1 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang  
berbunyi: 
                                                             
       10 Maskhun, Kejahatan Siber  (Cyber Crime), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 
hlm. 27. 
       11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik. 
40 
 
“bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang 
dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau didenda paling banyak 
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” 
 
Dalam ayat diatas menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku 
kejahatan carding dari yang melakukan manipulasi, penciptaan, peubahan, 
penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik, semua itu termuat dalam Pasal 51 ayat 1 dengan sanksi pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau didenda paling banyak 
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 
Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman 
yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, 
dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:12 
a. Pidana pokok: 
1) Pidana mati 
2) Pidana penjara 
3) Kurungan 
4) Denda 
b. Pidana tambahan: 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
3) Pengumuman putusan hakim. 
                                                             
       12 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Depok: Raja Grafindo Persada,2017), hlm.17. 
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Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum diharapkan 
seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat kejahatan. Harapan 
diterapkannya ancaman dan hukum bagi pelaku kejahatan tersebut adalah 
demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka dalam melakukan transaksi 
online hendaknya melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu 
kredit milik sendiri yang sudah terdaftar. Tidak menggunakan nomor kartu 
kredit milik orang lain, karena itu akan menimbulkan dampak yang buruk 
bagi pelaku dan korban. Pelaku dikenakan sanksi pidana dan korban 
mengalami kerugian.  
B. Ketentuan Sanksi Pidana Kejahatan Carding Menurut Hukum Pidana 
Islam 
1. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam 
Hukuman dalam istilah Arab sering disebut ‘uqu>bah, yaitu 
bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar 
ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan 
manusia.13 
Hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan da perbuatan yang 
diancam pidana harus tercantum dalam Nash Al-Qur’an atau As-Sunnah, 
atau dalam kitab Undang-Undang pidana. Suatu asas disebut dengan 
nullum Crime Ine Lange (la huma qabla wurudinnas). Dalam hukum di 
Indonesia tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara 
                                                             
       13 Ibid, hal. 111 
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istilah hukuman atau pidana, bahwa piama harus berdasarkan nash yang 
legal dan formal atau ketentuan Undang-Undang.14 
2. Tujuan Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam 
 Tujuan dijatuhkannya hukuman adalah untuk memperbaiki 
keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari 
kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah 
dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berperilaku taat. Allah SWT 
tidak mengutuskan rasul-Nya untuk menguasai dan memaksa manusia, 
tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini ditegaskan dalam firman 
Allah SWT, 
Allah SWT menurunkan syariat-Nya dan mengutus para rasul-Nya 
untuk mengajari dan memberikan petunjuk bagi manusia. Ia telah 
menetapkan hukuman bagi yang melanggar perintah-Nya, untuk 
mendorong manusia ke arah yang tidak mereka sukai selama hal itu dapat 
mewujudkan kemaslahatan mereka dan memalingkan dari keinginannya 
selama hal itu dapat mengakibatkan kerusakan pada dirinya.15 
Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum, oleh 
karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana, terutama 
mengenai segi pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan yang 
dapat dihukum tidak bisa terlepas dari teori-teori tentang hukuman atau 
sanksi. 
                                                             
       14 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam FIqhJinayah,,...hal. 85 
       15 Abdul QodirAudah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,... hal. 20 
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 Dalam merealisir persoalan pelanggaran hukum, maka perlu 
adanya sanksi, namun demikian para ahli hukum dalam menentukan sanksi 
pemidanaan menuangkan beberapa teori yang berbeda. Yang akhirnya 
berbeda pula dalam penerapannya. 
 Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu 
sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan 
ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan 
yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang 
berkenan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan pemberi 
hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan 
hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat sekaligus akan 
ditegakkan keadilan.16 
3. Carding dalam Hukum Pidana Islam 
 Jika dilihat dari unsur perbuatanya maka carding dalam hukum 
Islam terdapat dalam surah al-Maidah ayat 38.17 
 َّللا َنِم ًلًاَكَن اَبَسَك َابِ ًءاَزَج اَمُه َيِدَْيأ اوُعَطْقاَف ُةَِقرا َّسلاَو ُِقرا َّسلاَو ِه  ۗ  ٌميِكَح ٌزِيزَع ُهَّللاَو  
Artinya: Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan 
keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan 
sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha 
bijaksana. (QS al-Maidah 38).18 
 
                                                             
       16 Makrus Mnajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia,...hal. 125 
       17  Makhrus Munajat, Fikih Jinayah…, hlm. 118. 
       18 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998) 
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4. Ketentuan Sanksi Pidana Kejahatan Carding dalam Hukum Pidana 
Islam 
 Dalam hukum pidana Islam kejahatan dapat dirujuk pada istilah 
Jinayah. Istilah lain hukum kepidanaan atau disebut dengan jarimah 
adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh 
Allah dengan hukuman had atau ta’zir.19 Menurut istilah jarimah adalah 
perbutan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, syara’ sendiri mengandung 
pengetian yang pertama yaitu larangan berbuat, larangan mengerjakan 
perbuatan yang dilarang. Dan yang kedua larangan tidak berbuat, larangan 
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang diancam dengan 
hukuman had atau ta’zir.20 
a. Pengertian Jari>mah 
 Jari>mah memiliki mengadung arti perbuatan buruk,jelek 
atau dosa. Adapun penegertian jari>mah sebagai berikut 
 ٍْري ِزْع َت َْوا ٍدَِبِ اَه ْ نَع هٌللا َرَج َز ُةٌىِع ْرَش ٌت اَر ُْوظَْمَ 
Artinya: larangan-larangan Syara’ (yang apa dikerjakan) diancam 
Allah dengan hukuman had atau ta’zi<r21 
Dalam hal kata jinayah kata jari>mah pun mencakup 
perbuatan ataupun tidak berbuat, mengejarkan ataupun meninggalkan, 
                                                             
      19 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm. ix. 
       20 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Cet.2,  (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2006), hlm. 9. 
        21 Rahmat Hakim,  Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 14 
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aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan jari>mah bukan saja 
mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh perbuatan, tetapi 
juga dianggap sebagai jari>mah kalau seseorang meninggalkan 
perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Dalam hal ini, 
menurut Abdul Qadir Audah yang dikutip Rahmat Hakim bahwa      
 ُت اَر ُْوظَْمَ  (larangan) memiliki arti sebagai berikut: 
 ِا  ِهِب ٍر ْوُم ْأَم ٍلْعِف ِك ْر َت ْو َا ُهْنَع ٍىِهْنَم ٍلْعِف ُن اَي ْت ِا اٌم  
Artinya yang dimaksud dengan mahdarat (larangan) adalah 
melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan 
suatu perbuatan yang diperintahkan22 
Dalam uraian diatas dapat pengertian bahwa kata jari>mah 
indetik dengan pengertian tindak pidana atau pelanggaran. jari>mah 
biasanya dipakai perbuatan dosa-bentuk, macam atau sifat dari 
perbuatan dosa tersebut. Penggunaan kalimat jari>mah dirangkaikan 
dengan satuan atau sifat perbuatan, semisalnya jari>mah pencurian, 
jari>mah pembunuhan, jari>mah perkosaan dan lain sebagainya.  
b. Unsur-Unsur Jari>mah 
Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jari>mah 
adalah sebagai berikut23: 
1) Unsur formil (adanya Undang-Undang atau Nas) artinya setiap 
perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak 
                                                             
         22 Ibid,… 
       23 Ibid.., hlm. 17 
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dapat dipidana kecuali adanya nas tau Undang-Undang yang 
mengaturnya. 
2) Unsur materiil (sifat melawan hukum), artinya adanya tingkah laku 
seseorang yang membentuk jari>mah, baik dengan sikap berbuat 
atau tidak berbuat atau disebut juga ar-rukn al-madi. 
3) Unsur moril (pelakunya mukallaf), artinya pelaku jari>mah adalah 
orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap 
jari>mah yang dilakukannya. Dalam hukum pidana Islam ini 
disebut dengan ar-rukn al-adabi. 
c. Macam-Macam Jari>mah 
 Jari>mah sendiri bila dilihat dari jenis bobot hukumannya 
dibagi menjadi 3 macam yaitu jari>mah h}udu>d, jari>mah qishah 
atau diya>t.., dan jari>mah ta’zi>r 24. 
1) Jari>mah H}udu>d 
jari>mah h}udu>d adalah suatu jari>mah yang bentuknya telah 
ditentukan syara’ sehingga terbatas jumlahnya. jari>mah ini 
menyangkut pada hak Allah dimana hukuman telah ditentukan 
dalam Al-Qur’an dan hadits dengan mempertimbangkan jari>mah 
yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara 
kepentingan, ketentraman dan keamanan masyarakat. Dalam 
pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata 
berbuat jari>mah yang termasuk jari>mah h}udu>d sudah 
                                                             
       24 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, cet ke1, 2009), 
hlm.12-13 
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memenuhi segala pembuktian, hakim tinggal melaksanakan apa 
yang telah ditentukan syara’. Dalam hal ini yang termasuk 
jari>mah h}udu>d antara lain jari>mah zina, jari>mah qadzaf, 
jari>mah meminum khamr, jari>mah pencurian, jari>mah 
murtad, jari>mah pemberontakan dan jari>mah hirabah.25 
2) Jari>mah Q}is}a>s 
Jari>mah q}is}a>s adalah perbuatan yang diancam dengan 
hukuman q}is}a>s dan diya>t... Hukuman yang telah ditentukan 
batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi 
hak perseorangan/korban dan walinya. Dalam hal ini, apabila 
jari>mah ini dalam penerapannya ada beberapa kemungkinan, 
seperti hukum q}is}a>s bisa berubah menjadi diya>t.., hukuman 
diya>t.. menjadi dimanfaatkan dan apabila dimanfaatkan maka 
hukuman menjadi hapus. 
Yang termasuk dalam kategori jari>mah q}is}a>s diya>t.. 
adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, 
pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiyaan salah. 
3) Jari>mah Ta’zi>r   
Ta’zi>r  bentuk dari mashdar dari kata (  َر َزَع-   زْعَي ) yang 
secara etimologis berarti  ُعْنَملا َو ًّ د َّرلاyang memiliki arti menolak 
atau mencegah.26  Kata juga memiliki makna  ُه َرَصَنmenolong atau 
menguatkan. Menurut Abdul Qadir Audah jari>mah ta’zi>r  
                                                             
25 Ibid…  
       26 Nurul Irfani dan Masyrofah, Hukum pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 136 
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adalah Pengajaran yang diatur oleh h}udu>d dan merupakan jenis 
sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak 
pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi 
hukuman tertentu.27 
Sebagian ulama mengartikan bahwa jari>mah ta’zi>r  
merupakan hukuman yang berkaitan dengan hak Allah dan Hak 
Hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an dan hadis. 
Sebagian lagi mengatakan bahwa hukuman terhadap perbuatan 
maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had/kafarah.28 
Dalam jari>mah ta’zi>r  tidak diperlukan asas legalitas secara 
khusus, artinya bahwa setiap tindak pidana tidak memerlukan 
ketentuan yang khusus, satu persatu. Hal tersebut dikarenakan 
bukan banyaknya jari>mah ta’zi>r,melainkan sifat jari>mah itu 
sendiri yang labil dan fluktuatif, yang bisa berkurang dan bisa 
tambah sesuai dengan keperluan.29 
Berbeda dengan h}udu>d dan q}is}a>s bentuk sanksi 
ta’zi>r  belum ditetapkan dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Untuk 
menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau 
penguasa setempat. Tentu dalam menentukan jenis dan ukuran 
sanksi ta’zi>r  ini harus memperhatikan nash keagamaan secara 
                                                             
       27 Ibid.138 
       28 Rahmat Hakim. Hukum Pidana Islam…,hlm.141 
 
       29 Ibid. 
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teliti, baik dan mendalam karena menyangkut kemaslahatan 
umum30. 
Penerapan jari>mah ta’zi>r  bertujuan agar : 
1) Preventif (pencegahan) adalah mencegah agar orang lain agar 
tidak melakukan jari>mah dan ditujukan kepada orang yang 
belum melakukan jari>mah. 
2) Represif (membuat pelaku jera) adalah hukuman diberikan 
dengan tujuan agar pelaku jari>mah jera dan tidak mengulangi 
di kemudian hari. 
3) Kuratif (islah) untuk membawa perbaikan perilaku terpidana 
dikemudian hari. 
4) Edukatif (pendidikan) untuk memberikan pengajaran dan 
pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup 
pelaku. 
d. Macam-macam sanksi ta’zi>r 
1)  Sanksi ta’zi>r  yang berkaitan dengan badan 
Adapun mengenai sanksi ta’zi>r  yang berkaitan dengan 
badan, dibedakan menjadi menjadi dua macam yaitu hukuman mati 
dan hukuman cambuk. 
a) Hukuman mati 
Mazhab Hanafi membolehkan sanksi ta’zi>r  dengan 
hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan dengan 
                                                             
       30 Nurul Irfani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 93 
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berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi 
masyarakat.31 Contohnya, hukuman mati bagi residivis dan 
jenis lain yang dianggap sangat berbahaya.32 
Mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanabillah juga 
memeprbolehkan hukuman mati sebagai yang tertinggi. 
Contohnya sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan 
perusakan di muka bumi. Sebagian ulama Syafi’iyah yang 
membolehkan hukuman mati, seperti hal kasus homoseks.33 
Untuk alat yang digunakan dalam melakukan hukuman 
mati pada sanksi ta’zi>r  sebagai ulama menggunakan pedang 
dikarenakan pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya 
pelaku, serta bila menggunakan pedang lebih cepat 
kematiannya.34 Sebagian ulama menggunakan alat bantu 
seperti kursi listrik. 
Dalam penerapan sanksi ta’zi>r  dengan hukuman mati 
yang tertinggi  hanya diberikan kepada pelaku yang sangat 
berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan dan 
ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-sanksi yang 
sebelumnya tidak mempan atau berulang-ulang. 
 
 
                                                             
        31 M. Nurul Irfani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016),  hlm. 96 
       32 Rahmat Hakim, Hukum Pidana…, hlm. 156 
        33 M. Nurul Irfani, Hukum Pidana…, 96 
       34 Makhrus Munajat, Hukum Pidana …, hlm. 199 
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b) Hukuman cambuk 
Hukuman cambuk dilakukan dengan memukul dengan 
menggunakan alat seperti rotan seperti yang dilakukan di 
Nagro Aceh Darussalam. Hukuman ini cukup efektif dalam 
memberikan efek jera bagi pelaku ta’zi>r  seperti jumlah 
cambukan dalam jari>mah h}udu>d zina ghairu muhsan dan 
penuduh zina. Pemberian hukuman oleh penguasa atau hakim 
dalam memberikan hukuman cambuk itu harus disesuaikan 
dengan bentuk jari>mah kondisi pelaku, dan efek bagi 
masyarakat.35 
Pendapat kalangan mazhab Maliki berpendapat dalam 
memberikan hukuman cambuk bahwa jari>mah ta’zi>r  
adalah hak penguasa, maka batasan jumlah hukuman ta’zi>r  
harus diserahkan kepada yang mempunyai hak, yaitu ulil amri. 
Dalam memberikan hukuman cambuk hakim harus 
mempertimbangkan situasi dan kondisi. Menurut ulama 
Hanafiah, cambukan itu harus dilakukan lebih keras, dengan 
harapan si pelaku menjadi jera apabila jumlahmya cambukan 
lebih sedikit daripada jumlah cambukan dalam jari>mah 
h}udu>d. Berapapun batas batas terendah hukuman cambukan 
harus dapat menimbulkan dampak preventif dan represif.36 
                                                             
        35 M. Nurul Irfani, Hukum Pidana…, hlm. 98 
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Dalam pelaksanaan hukuman cambuk harus 
memperhatikan alat yang dipakai, tidak terlalu besar dalam 
mempergunakan cambuk untuk mencegah kerusakan yang 
berlebihan terhadap pelaku. Ulama sepakat bahwa hukuman 
cambuk tidak ditujukan kepada vital tubu manusia si pelaku 
seperti ditujukan di mata, kemaluan atau kepala.37 Untuk 
terhukum adalah laki-laki maka bajunya harus dibuka 
sedangkan bila perempuan maka baju tidak boleh dibuka dan 
pukulan diarahkan ke punggung. 
Menurut Nurul Irfani, hukuman ta’zi>r  memiliki 
keistimewaan sebagai berikut38: 
a) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya 
represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik. 
b) Hukuman cambuk dalam ta’zi>r  tidak bersifat kaku, tetapi 
fleksibel karena jumlah masing-masing jari>mah berbeda 
jumlah cambukannya. 
c) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak 
membutuhkan anggaran yang besar. 
d) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai 
menelantarkan keluarga pelaku jari>mah. 
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       38 M. Nurul Irfani dan Masyrofah, Hukum pidana …,  hlm. 149 
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2) Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
a) Hukuman penjara 
Istilah penjara dalam bahasa arab memiliki dua arti 
macam, yaitu al-habsu yang berarti al-man’u (pencegahan 
atau penahanan) dan al-sijnu memiliki arti yang sama dengan 
al-habsu.39 Menurut Ibnu Al-Qayyim yang dikutip oleh 
M.Nurul Irfani, al-habsu ialah menahan seseorang untuk tidak 
melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik dirumah, 
masjid maupun tempat lainnya.40 Hukuman penjara dapat 
menjadi hukuman pokok dan menjadi hukuman tambahan, 
apabila hukuman yang pokok hukuman cambuk tidak 
memberikan efek jera pelaku maka hukum penjara menjadi 
hukuman tambahan. Berdasarkan uraian diatas hukuman 
penjara dibedakan menjadi 2 macam: 
(1) Hukuman penjara terbatas 
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara 
yang lama waktuya dibatasi secara tegas. Untuk batas 
terendah sebagian ulama mengatakan  dari hukuman 
penjara adalah satu hari dan untuk batas yang tertinggi 
para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama syafi’iyyah 
menetapkan batas tertinggi dari hukuman penjarayaitu satu 
tahun karena mereka mempersamakan dengan 
                                                             
       39 Nurul Irfani, Hukum Pidana…, hlm. 100 
       40 Ibid. 
 
54 
 
pengasingan dalam jari>mah zina41. Menurut Ibnu Al-
Majasyun dari ulama Malikiyyah menetapkan lamanya 
hukuman penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau 
empat bulan sesuai dengan hartanya.42 
(2) Hukuman penjara tidak terbatas 
Hukuman penjara tidak terbatas sudah disepakati 
bahwa hukuman diberikan tidak ditentukan batas waktunya, 
berlangsung terus hingga pelaku jari>mah bertobat dan bisa 
menjadi pribadi yang baik. Hukuman penjara tidak terbatas 
dikenakan kepada orang yang dituduh membunuh dan 
mencuri, melakukan homoseksual, mempratikan sihir serta 
untuk mencuri yang berulang-ulang.43 Dalam pengenaan 
hukuman penjara tidak terbatas ulama mengatakan bahwa 
adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan 
menganjurkan untuk melatih mereka dalam kegiatan-
kegiatan yang bermanfaat kerena membawa kemaslahatan 
bagi mereka dan mendukung tobat mereka.44 
b) Hukuman pengasingan 
Hukuman pengasingan merupakan hukuman had yang 
dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan dalam 
hukuman ta’zi>r. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada 
                                                             
         41 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka 
Setia, 2013), hlm. 79 
        42 M. Nurul Irfani dan Masyrofah, Hukum pidana Islam…, hlm. 153 
        43M. Nurul Irfani, Hukum Pidana Islam…, hlm. 103 
        44 Ibid. 
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pelaku ditakutkan memberikan pengaruh buruk terhadap 
masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, masyarakat akan 
terhindar dari pengaruh tersebut. 
3) Hukuman yang berkaitan dengan harta 
 Para fuqaha memperbolehkan hukuman ta’zi>r  dengan 
cara mengambil harta, terutama menurut Imam Malik, Imam 
Syafi’I, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Yusuf 
membolehkan apabila membwa maslahat.45 Hukuman ini 
bertujuan untuk mengambil harta bukan untuk diri sendiri atau kas 
negara tetapi untuk menahan hartanya untuk sementara waktu. 
Jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, maka hakim 
dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang 
mengandung maslahat.46 
Imam Ibnu Taimiyyah hukuman ta’zi>r  dengan 
mengambil harta dibagi menjadi 3 macam dengan memperhatikan 
pengaruhnya terhadap harta: 
(1) Menghancurkan (Al-Itlaf) 
Penghancuran harta berlaku untuk yang benda-benda 
yang bersifat mungkar. Seperti penghancuran alat dan tempat 
minum khamr. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar 
kios meminum keras milik Ruwaisyid. Umar pun 
memanggilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisyid.  Khalifah Ali 
                                                             
        45 M. Nurul Irfani dan Masyrofah, Hukum pidana Islam…, hlm. 158 
        46 Ibid. 
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pernah memutuskan membakar kampung yang menjual khamr. 
Pendapa ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab 
Hanbali dan mazhab Maliki.47 
(2) Mengubah (Al-Ghayir) 
 Misalnya mengubah patung yang disembah oleh oaring 
muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga 
mirip pohon atau vas bunga. 
(3) Memiliki (Al-Tamlik) 
Hukuman ta’zi>r  dlam bentuk ini juga disebut dengan 
hukuman denda yaitu hukuman ta’zi>r  yang berupa 
kepemilikan harta pelaku, seperti Rasulullah melipatgandakan 
denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan disamping 
hukuman cambuk. Demikian pula putusan Khalifah Umar yang 
melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang 
temuan.48 
4) Sanksi ta’zi>r  lainnya 
Selain hukuman ta’zi>r jyang disebutkan diatas, ada 
beberapa sanksi ta’zi>r yang lainnya: 
a) Peringatan keras 
b) Dihadirkan di hadapan sidang 
c) Nasihat 
d) Celaan 
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e) Pengucilan 
f) Pemecatan, dan  
g) Pengumuman kesalahan terbuka, seperti diberitakan dalam 
media elektronik atau cetak. 
e. Jari>mah Pencurian (Sari>qah) 
Sari>qah adalah bentuk masdar dari kata   َق رَس-   ق  رَسَي- اًّق َرَس  
dan secara etimologis    َهل اَم َدَخ َا ًَّةلْي  ح َو ًُّةفَخ  yaitu mengambil harta milik 
seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.49 
Sedangkan secara terminologis definisi pencurian ( Sari>qah) 
dikemukakan oleh beberapa ahli berikut: 
Menurut Wahbah Al-Zuhaili Sari>qah ialah mengambil harta 
milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan 
untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. 
Termasuk dalam kategori mencuri-curi informasi dan pandangan jika 
dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.50 
Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian ( 
Sari>qah) mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat 
penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan 
sadar atau adanya pilihan serta memiliki syarat-syarat tertentu.51  
                                                             
       49 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: 
Pustaka Progressif, 1997), hlm. 628. 
       50 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah…, hlm. 100 
       51  Makhrus Munajat, Fikih Jinayah…, hlm. 117. 
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Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai 
berikut:52 
1) Pencurian dengan hukuman h}ad 
 Pencurian dengan hukuman h}ad dibagi menjadi dua, yaitu:  
a) Pencurian ringan )ى َرْغ ُّصا ُةَق ْر ِّسل َا( 
 َف َا ًةَيْفُخ ِْيَْغْلا ِل اَم ُذْخَا َيَه َف ى َرْغّصلا ُةَق ْرّسلا اّم َأ ِْلًا ِلْيِب ََ  ىَلَع ْى 
 ِء اَفْخِت َْ  
Artinya: Pencurian ringan adalah mengambil harta 
milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan 
sembunyi sembunyi.  
b)  Pencurian berat )ى َر ْ بُكلا ُةَق ْر ِّسَلا( 
 ِةََبلاَغُمْلا لْيِب ََ  ىَلَع َر ْ يَغْلا ِلاَم ُذْخ َأ َيِهَف ى َر ْ بُكْلا ُةَق ْر ِّسلا اََّمأ 
Adapun pengertian pencurian berat adalah 
mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. 
Perbedaan antara pencurian ringan dengan pencurian 
berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta 
itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan 
pemiliknya. Sedangkan pencurian berat, pengambilan harta 
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dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tersebut tetapi 
tanpa kerelaannya, disamping itu terdapat unsur kekerasan 
didalamnya. Dalam istilah lain, pencurian berat ini disebut 
Jari>mah h}ira>bah atau perampokan, dimasukkannya 
perampokan kedalam kelompok pencurian, disebabkan dalam 
perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu 
sekalipun karena jika dikaitkan dengan pemilik barang, 
perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan, namun jika 
dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan 
perampokan tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-
sembunyi.53 
2) Pencurian dengan Hukuman Ta’zi>r 
Pencurian dengan hukuman ta’zi>r juga dibagi atas dua 
bagian yaitu sebagai berikut: 
a) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman h}ad, tetapi 
syarat syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contohnya 
pengambilan harta milik anak oleh ayahnya. 
b) Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan 
pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Misalnya 
mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya 
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dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau 
menggelapkan uang titipan54 
Dari beberapa definisi sa>riqah di atas, dapat disimpulkan 
bahwa sa>riqah ialah mengambil barang atau harta orang lain secara 
sembunyi sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa 
digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.55 
Adapun unsur-unsur pencurian itu ada 4 macam yaitu: 
1) Mengambil Secara Sembunyi-sembunyi 
 Mengambil secara sembunyi-sembunyi terjadi apabila 
pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang 
tersebut dan ia tidak merelakannya.56 Mengambil secara sembunyi 
sembunyi harus memenuhi tiga syarat berikut, pencuri mengambil 
barang curian dari tempat penyimpanannya, barang curian tersebut 
dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban, terjadi proses 
pemindahan barang curian dari pihak korban kepada pihak pelaku. 
Kalau persyaratan ini tidak terpenuhi, proses pencurian dinilai 
tidak sempurna sehingga hukumannya berupa Ta’zi>r , bukan 
hukuman h}ad (potong tangan).57 
2) Barang yang Diambil Berupa Harta 
 Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya 
hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus 
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barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu 
bukan mal, seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum 
tamyiz makapencurian tidak dikenal hukuman h}ad Akan tetapi, 
Iman Malik dan Z}a>hiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang 
belum tamyiz bias menjadi objek pencurian, walaupun bukan 
hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenal hukuman h}ad. 58 
Harta yang dicuri harus memenuhi beberapa syarat agar 
pelaku dapat dihukum potong tangan. Syarat-syarat dimaksud 
adalah  
a) berupa harta yang bergerak,  
b) berupa benda berharga,  
c) disimpan di tempat penyimpanan,  
d) harus mencapai nisab.59 
3) Harta yang Dicuri Itu Milik Orang Lain 
Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang 
dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan 
milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian 
adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan waktu 
pencurian adalah waktu pencuri memindahkan harta dari tempat 
penyimpananya. Atas dasar ini, maka tidak ada hukuman h}ad 
dalam pencurian terhadap harta yang status pemilikannya bersifat 
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syubhat. Dalam kasus ini pencuri diancam dengan hukuman 
Ta’zi>r.60 
 
 
4) Melawan Hukum 
Bahwa seseorang yang mengambil harta orang lain secara 
sembunyi-sembunyi tidak bisa disebut mencuri kecuali terdapat 
unsur melawan hukum. Di antara beberapa indikasi pencurian yang 
termasuk dalam kategori melawan hukum adalah bermaksud 
memiliki objek yang dicuri.61 Apabila tindak pidana pencurian 
telah dapat dibuktikan maka pencurian dapat dikenai dua macam 
hukuman, yaitu sebagai berikut: 
a) Penggantian Kerugian (D}a>man) 
Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu 
tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri sudah dikenal 
sanksi hukuman h}ad , maka baginya tidak ada keharusan 
untuk membayar ganti rugi. Alasannya al-Qur‟An hanya 
menyebutkan masalah sanksi saja. Selain itu jika pencuri harus 
membayar ganti rugi, maka seakan-akan harta itu adalah 
miliknya.62 Menurut Imam Malik apabila barang yang dicuri 
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       62  H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, hlm. 81. 
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sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia 
diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai 
barang yang dicuri, di samping ia dikenai hukuman potong 
tangan. Akan tetapi, apabila ia tidak mampu maka ia hanya 
dijatuhi  hukuman potong tangan dan tidak dikenai pengganti 
kerugian.63 
Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad, sanksi dan 
ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri 
melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah berupa keharaman 
mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang 
lain. Oleh karena itu, pencuriharus mempertanggungjawabkan 
akibat dua hak ini, jadi pencuri itu harus mengembalikan harta 
yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi 
bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung 
sanksi atas perbuatannya. Inilah yang dimaksud disebut dengan 
prinsip d}a>man di kalangan ulama.64 
b) Hukuman Potong Tangan 
Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok 
untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan 
kepada firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 38.65 
                                                             
       63 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 90. 
       64 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah…, hlm. 81. 
       65  Makhrus Munajat, Fikih Jinayah…, hlm. 118. 
64 
 
 َبَسَك َابِ ًءاَزَج اَمُه َيِدَْيأ اوُعَطْقاَف ُةَِقرا َّسلاَو ُِقرا َّسلاَو ِهَّللا َنِم ًلًاَكَن ا  ۗ  ِزَع ُهَّللاَو ٌزي
 ٌميِكَح 
Artinya: Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah 
tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang 
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan 
Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. 
Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang 
tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri, 
kecuali menurut Syi‟ah Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman 
potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban 
(pemilik barang). Hukuman potong tangan dikenakan terhadap 
pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan 
pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk 
kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. 
Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama 
berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri 
tersebut dikenai hukuman ta’zir dan dipenjarakan. Sedangkan 
menurut Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad, pencuri 
tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia 
mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong tangan kirinya 
kaki kanannya. Apaila ia masih mencuri untuk kelima kalinya 
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maka ia dikenai hukuman ta’zir dan dipenjara seumur hidup 
(sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.66 
 
 
                                                             
       66 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, hlm. 91. 
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BAB IV 
ANALISIS TENTANG KETENTUAN SANKSI PELAKU KEJAHATAN 
CARDING DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Sanksi Pidana bagi Pelaku Kejahatan Carding dalam Hukum Positif dan 
Hukum Pidana Islam 
1.  Sanksi Pidana bagi Pelaku Kejahatan Carding dalam Hukum Positif` 
Dalam hukum positif tindak pidana carding diatur dalam Undang-
Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 35 Undang-
Undang Tahun 2008 yang berisi manipulasi, penciptaan, perubahan, 
penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik. 
Pasal 35 yang menjelaskan tentang manipulasi data milik orang 
lain, berbunyi.1 
Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukaum 
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 
pengetusakan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. 
Analisis unsur yang terdapat dalam pasal 35 adalah sebagai berikut: 
a. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah ditujukan kepada 
pelaku tindak pidana carding. 
                                                             
       1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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b. Kesalahan: dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan 
dan tanpa hak menggunakan kartu kredit milik orang lain dan 
menggunakanya, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik 
yang diancamkan dalam pasal tersebut 
c. Melawan hukum: tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan 
hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (zonder eigen recht), bertentagan 
dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht in het algemeen), 
bertentangan dengan hak pribadi seseorang (in strijd met een anders 
subjectieve recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het 
objectieve recht),2 dalam menggunakan kartu kredit milik orang lain 
merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan 
hak pribadi. 
d. Perbuatan: mengambil nomor kartu kredit milik orang lain dengan cara 
menipu korban dengan tujuan agar mendapatkan nomor kartu kredit 
tersebut dan kemudian menggunakanya. 
e. Objek: memanipulasi dan merubah data atau informasi kartu kredit 
orang lain tersebut agar seolah-olah nomor kartu kredit milik orang lain 
tersebut merupakan nomor kartu kredit yang otentik yang dimiliki oleh 
pelaku. Kemudian menngunakan nomor kartu kredit tersebut 
digunakan untuk berbelanja secara online. Karena rumusan unsur 
menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi 
untuk pemidanaan. yaitu memanipulasi (merekayasa agar orang lain 
                                                             
       2 Lailatul Utiya Choirroh, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum 
Pidana Islam, (Surabaya) Vol. 3 Nomor 2. 2017, hlm. 339. 
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percaya bahwa nomor kartu kredit tersebut seolah-olah memang benar 
miliknya “pelaku”) dan Merubah (merubah data-data kartu kredit 
tersebut agar bisa digunakan untuk berbelanja secara online). 
f. Akibat: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 
Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik 
adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai 
uang, tetapi segala bentuk kerugian termasuk kerugian yang 
ditimbulkan akibat perubahan data-data kartu kredit kersebut 
berhubungan dengan dokumen penting lainya milik korban. 
Penjelasan mengenai pasal 35 ini bahwa segala bentuk penipuan 
melalui media sosial apalagi mengakibatkan kerugian maka dilarang dan 
sudah diatur ancaman pidananya melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 
2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang sudah di jelaskan pada  
ayat diatas tersebut. 
Dalam pasal (35) diatas dijelaskan bahwa semua orang berhak 
memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik tetapi harus di 
berdasarkan dengan asas kepastian hukum, dengan berhati-hati, dengan 
memanfaatkan sebaik mungkin, dan dengan iktikad yang baik. Karena jika 
sudah memenuhi syarat tersebut, lantas kita membuat atau menyebarkan 
informasi atau berita yang bohong maka tetap akan diancam dengan pidana 
yang disebutkan dalam Pasal 51 ayat 1. 
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Ketentuan tindak pidana carding  terdapat dalam Pasal 51 Ayat 1 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang  
berbunyi: 
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua 
belas miliar rupiah).3 
Tidak hanya diatur dalam Undang-undang ITE tetapi pengaturan 
pemidanaan tindak pidana carding juga diatur dalam pasal 363 ayat 5 
KUHP yang menyabutkan:  
Pasal 363:  
dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun. 
 
Ayat 5: 
Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat 
kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, 
dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan 
jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan, palsu.4 
Tindakan yang terlarang secara lengkap dirumuskan: 
a. Mencuri, yang dimaksud disini adalah mengambil suatu barang. 
b. Yang diambil harus sesuatu barang. 
c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain  
d. Dilakukan dengan maksud untuk memilikibarang itudengan jalan 
membongkar. 
e. Menggunakan perintah palsu 
                                                             
       3 Undang-Undang  No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. 
       4 KUHP Pasal 363 tentang Tindak Pidana Pencurian 
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Analisis unsur yang terdapat dalam pasal 363 ayat 5 KUHP adalah 
sebagai berikut:  
a. Pencurian, dalam arti perbuatan mengambil. Mencuri atau mengambil 
nomor-nomor kartu kredit dari hasil hack, melakukan penyadapan pada 
setiap transaksi on-line melelui jaringan telekomunikasi, 
b. Yang diambil harus sesuatu barang. Tujuan pencurian data atau nomor 
kartu kredit adalah agar pelaku carding dapat melakukan transaksi 
dengan melalui perantara elektronik dengen menggunalkan uang milik 
orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa sasaran utama pelaku kejahatan 
carding tersebut adalah uang si pemilik kartu kredit. 
c. Barang itu harus, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. 
d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki 
barang itu dengan jalan membongkar.m Dalam transaksi carding, 
nomor-nomor kartu kredit didapatkan dari hasil hack kemudian pelaku 
melakukan perubahan data yang terdapat di dalamnya hal ini dapat 
diartikan sebagai perbuatan membongkar 
e. Menggunakan perintah palsu. Dalam hal ini pelaku dapat melakukan 
transaksi online atau transfer tunai, mereka melakukan transaksi 
pembelian melalui internet kemudian memasukan jenis pembayaran 
dengan menggunakan kartu kredit yang sudah didapatkanya seolah-
olah perintah pembayaran menggunakan kartu kredit tersebut adalah 
perintah yang benar dilakukan oleh pemilik kartu kredit yang asli. 
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2. Ketentuan Sanksi Pelaku Kejahatan Carding dalam Hukum Pidana Islam 
Uqubah merupakan pembalasan kepada orang atau badan hukum 
yang melanggar ketentuan syara yang ditetapkan Allah dan Rasul yang 
bertujuan untuk melakukan kemaslahatan masyarakat. 
Pemberian hukuman itu diharapkan menjadi pencegah dan 
pemulihan/perbaikan. Pencegahan dimaksudkan agar perbuatan tersebut 
tidak diulangi terus menerus dan orang lain tidak melakukan tindak pidana 
yang sama. Pemulihan/perbaikan biasanya juga disebut rehabilitasi, 
bertujuan agar yang melakukan jari>mah dapat memperbaiki sikap dan 
perilaku agar tidak mengulangi kejahatan lagi. 
Apabila suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan jari>mah, 
sebagai unsur moril, pertanggungjawaban oidana harus meliputi tiga hal: 
(1) terdapat perbuatan yang dilarang, (2) adanya kebebasan dalam berbuat 
atau tidak berbuat, dan, (3) kesadaran bahwa perbuatan tersebut 
mempunyai akibat tertent. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi 
maka tidak dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana.  
Kejahatan carding dalam hukum pidana Islam diqiyaskan dengan 
dengan perbuatan pencurian. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut 
dilakukan dengan cara mencuri data kartu kredit pemilik kartu kredit dan 
menggunakan kartu kredit tersebut untuk berbelanja melalui situs belanja 
online. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Maidah ayat 38.5 
 ِهَّللا َنِم ًلًاَكَن اَبَسَك َابِ ًءاَزَج اَمُه َيِدَْيأ اوُعَطْقاَف ُةَِقرا َّسلاَو ُِقرا َّسلاَو   ۗ  ٌميِكَح ٌزِيزَع ُهَّللاَو  
                                                             
       5  Makhrus Munajat, Fikih Jinayah…, hlm. 118. 
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Artinya: Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan 
keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan 
dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi 
maha bijaksana. 
Dapat  dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain 
pada gairahnya  yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlap 
duniawi berupa wanita, harta, dan tahta. Nah, melalui ayat ini Allah 
mengingatkan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, 
diantara kaumu dengan cara yang batil, yakni tidak sesuai tuntutan 
syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan 
perniagaan yang berdasar kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak 
melanggar ketentuan agama.6 
Karena harta benda mempunyai kedudukan dibawah nyawa bahkan 
terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau 
mempertahankanya, maka pesan ayat ini sesungguhnya adalah dan 
janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain 
secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila 
kamu membunuhnya, maka kamu punterancan dibunuh, karena 
sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.7 
Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara 
batil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. Dan kalau makan 
yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan 
                                                             
       6 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002), hlm. 391.  
       7 Ibid... hlm. 392. 
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batil, maka tentu lebih terlarag lagi, bila perolehan dengan batil 
menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tertier.8 
Larangan memakan harta yang berada ditengah mereka dengan 
batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi/perpindahan 
harta yang tidak mengatarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti 
praktek-prektek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan dan 
lain-lain. 
Dalam hukum pidana Islam hukuman bagi orang yang melakukan 
carding adalah jari>mah hudud. Kenapa dijatuhi hukuman hudud karena 
merugikan orang lain secara materil dan non materil  merupakan perbuatan 
pidana yang bentuk dan acaman hukumannya ditentukan oleh penguasa 
(hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya agar tidak mengulangi 
kesalahaannya.  
B. Persamaan dan perbedaan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana 
Carding Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 
Dalam pembahasan selanjutnya, setelah melihat pandangan dari kedua 
hukum yakni Hukum positif dan Hukum pidana Islam tentang carding bias 
terlihat adanya persamaan dan perbedaan dari kejahatan carding. 
1. Persamaan Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding 
Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 
a. Hukum postif dan hukum pidana Islam dalam hal ini memiliki 
kesamaan,  yaitu dari segi tujuannya. Baik hukum pidana Islam 
                                                             
       8 Ibid. 
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maupun hukum positif keduanya sama-sama bertujuan memelihara 
kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan 
hidupnya.  
b. Dalam menentukan jenis tindak pidana baik hukum pidana Positif 
maupun hukum Islam memiliki persamaan dalam cara merumuskan 
tindak pidana, menentukan bentuk kesalahannya dan juga mentukan 
macam perbuatannya. 
c. Berdasarkan jenis hukumannya tindak pidana carding dalam hukum 
Positif ataupun hukum  pidana Islam sama-sama mempunyai sanksi 
bagi pelakunya. Sanksi bagi pelaku menurut hukum positif adalah 
pidana denda dan penjara, sedangkan dalam hukum Islam pelaku 
tindak pidana carding termasuk dalam kategori hukuman hudud. 
2. Perbedaan ketentuan Sanksi terhadap Pelaku kejahatan carding dalam 
hukum Positif dan Hukum Pidana Islam: 
a. Segi Dasar Hukum 
 Perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum 
positif jika dilihat dari ketentuan hukum bahwa hukum pidana Islam 
mengatur adanya kejahatan carding dilihat dalam  surah al-Maidah 
ayat 38 tentang pencurian maka dijatuhi hukuman berupa hudud. 
Sedangkan dalam hukum positif tindak kejahatan carding diatur 
didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 35, undang-undang 
74 
 
 
tersebut menjelaskan tentang tindak kejahatan manipulasi data milik 
orang lain.. 
Maka perbedaan yang mendasar adalah hukum pidana Islam 
tentang tindak kejahatan carding mengacu pada Al-Qur’an dan Nash 
sedangkan dalam hukum positif tertulis dalam undang-undang Negara 
Republik Indonesia yang berkaitan dengan Informasi dan Trransaksi 
elektronik. 
b. Segi bentuk/sanksi hukuman 
Hukum pidana Islam sangat memperhatikan pembentukan 
akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak yang luhur 
merupakan sendi atau tiang untuk menegakkan masyarakat. Dalam hal 
ini sanski yang diberikan kepada pelaku kejahatan carding adalah 
jarimah ta’zir. Hukum pidana Islam sebagai ketetapan Allah untuk 
mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan manusia lahir dan batin, 
dunia dan akhirat.9 Pemberian hukuman dalam kejahatan carding tidak 
tentukan batas hukumannya atau hukuman diserahkan kepada para 
penguasa setempat atau hakim. 
Dalam hukum positif sanksi pidana yang diberikan kepada 
pelaku kejahatan carding yaitu ditentukan minimal dan maksimalnya. 
Pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan carding yaitu hukuman 
penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak banyak Rp. 
12.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 
                                                             
       9  Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), hlm. 
133. 
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UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan  Transaksi Elektronik.  
 
Persamaan 
No Aspek Hukum Positif Hukum Pidana Islam 
1 Dasar Hukum Didalam Pasal 363 ayat 
5 dan UU ITE Pasal 35 
Jo 51 ayat 1 
menjelaskan tentang  
perlindungan  terhadap 
harta benda seseorang. 
Hukum Pidana Islam 
sendiri memiliki tujuan 
yang disebut dengan 
maqashid al-khamsah 
yaitu, memelihara 
agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. 
2 Bentuk/Sanksi 
Hukuman 
Dalam hukum positif 
pemberian hukuman 
pelaku kejahatan 
carding adalah hukuman 
penjara dan atau denda. 
Hukum Islam juga 
mengatur adanya 
bentuk pemberian 
hukuman bagi pelaku 
pelaku kejahatan 
carding yakni, 
jarî>mah hudud. 
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Perbedaan 
No
. 
Aspek Hukum Positif Hukum Pidana Islam 
1 Dasar Hukum Dalam hal ini dasar hukum 
dari kejahatan carding 
ternasuk dalam perbuatan 
penipuan yang dijerat 
dengan pasal 363 KUHP 
serta dijerat dengan pasal 
35 jo pasal 51 ayat 1 UU 
ITE 
Perbuatan carding sendiri 
dalam hukum Islam belum 
ada nash yang mengaturnya, 
akan tetapi diqiyaskan seperti 
perbuatan penipuan. 
Perbuatan peniupuan sendiri 
telah diatur dalam QS al-
Maidah ayat 38. 
2 Sanksi/Bentu
k Hukuman 
bahwa hukuman yang 
diterima adalah hukuman 
penjara paling banyak 12 
tahun dan atau pidana 
denda paling banyak Rp. 
12.000.000.000,00 (dua 
belas miliar rupiah 
Sementara dalam hukuman 
yang diberikan kepada pelaku 
carding adalah jarimah 
hudud. Yang telah di tetepkan 
dari hakim/penguasa 
setempat. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sanksi pidana pelaku tindak pidana carding. 
a. Dalam hukum Positif  
Kejahatan carding mempunyai dua ruang lingkup, Nasional 
dan Internasional. Sifat carding adalah non-violence kekacauan yang 
timbul tidak terlihat secara langsung, tapi dampak yang ditimbulkan 
bisa sangat besar. Karena carding merupakan salah satu dari 
kejahatan cybercrime. 
Sanksi bagi pelaku tindak pidana carding yakni dengan 
ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 
Hal ini termaktub dalam Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang 
perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik. Lebih tepatnya terdapat pada Pasal 35 dan 
pasal 51 ayat 1. 
 Tidak hanya diatur dalam Undang-undang ITE tetapi 
pengaturan pemidanaan tindak pidana carding juga diatur dalam 
pasal 363 ayat 5 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya 
tujuh tahun. 
78 
 
b. Dalam hukum Pidana  Islam 
Kejahatan carding dalam hukum pidana Islam diqiyaskan 
dengan dengan perbuatan pencurian. Hal ini sesuai dengan firman 
Allah dalam Q.S al-Maidah ayat 38 Dengan sanksi pidana hukuman 
hudud, Besar kecilnya hukuman yang diberikan tergantung pada 
akibat yang ditimbulkan yang dilakukan oleh pelaku pembuat 
jari>mah dan keseharian daripada pelaku jari>mah. Apabila pelaku 
jari>mah melakukan perbuatan berulang-ulang dan dengan sadar 
melakukan jari>mah tersebut  maka hukuman tersebut dapat 
ditambah lebih berat lagi. 
2. Persamaan dan perbedaan  Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak 
Pidana Carding Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. 
Adapun persamaan yang ada antara penerapan sanksi pidana 
terhadap pelaku tindak pidana carding dalam hukum Positif dan dalam 
hukum pidana Islam. Yaitu pada ketentuan sanksi dengan hukuman 
penjara dan/atau agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi 
perbuatannya. Perbedaannya, dalam hukum Positif bersumber pada 
Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-
Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Lebih tepatnya terdapat pada Pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 dengan 
ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dan 
pasal 363 ayat 5 KUHP dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh 
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tahun. Sedangkan hukum pidana Islam bersumber pada Al-Qur’an yang 
terdapat dalam Q.S al-Maidah ayat 38 Dengan sanksi pidana hukuman 
hudud. 
B. Saran  
Setelah selesainya penulisan skripsi ini dapat kita ambil manfaat 
serta saran-saran dari penyusun yang bisa diberikan kepada pembaca baik 
dari kalangan pelajar atau akademisi, masyarakat sipil, maupun pihak 
pemerintah yakni: 
1.  untuk para pelajar ataupun akademisi dan para peneliti selanjutnya 
diharapkan bias lebih mengembangkan teori yang relevan saat ini 
dengan kasus dan gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat lebih 
peduli terhadap tindak kejahatan melalui dunia online khususnya 
kejahatan carding, sehingga dapat melakukan pencegahan ataupun 
pengamanan serta solusi untuk menangani para pelaku tindak pidana 
carding ini secara lebih tepat. 
2. Untuk masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan 
transaksi online baik dalam kegiatan berbelanja ataupun transfer uang 
serta melakukan tidakan pengamanan terkait data kartu kredit. 
3. Untuk pemerintah sebaiknya lebih teliti dalam melacak dan 
mengidentifikasi para pelaku kejahatan ini dikarenakan kejahatan jenis 
ini cukup sulit untuk dilacak serta memberikan hukuman yang tegas 
kepada siapapun juga yang mencoba atau melakukan kejahatan carding 
agar tidak menimbulkan efek yang besar dalam masyaraka 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a.  bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
keamanan dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan 
terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud 
keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;  
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik; 
 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 
28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;  
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
   
 
              Dengan . . . 
SALINAN 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI 
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.  
 
  
Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah 
sebagai berikut: 
 
1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) 
angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Pasal 1 
 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan 
data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, 
electronic data interchange (EDI), surat elektronik 
(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, 
atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti 
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan 
Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 
       3. Teknologi . . . 
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3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk 
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 
memproses, mengumumkan, menganalisis, 
dan/atau menyebarkan informasi. 
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi 
Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 
melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 
angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang 
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 
orang yang mampu memahaminya. 
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan 
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, 
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 
mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi 
Elektronik. 
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah 
pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara 
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. 
6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap 
Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan 
masyarakat yang menyediakan, mengelola, 
dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik 
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama 
kepada pengguna Sistem Elektronik untuk 
keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. 
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya 
dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat 
tertutup ataupun terbuka. 
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem 
Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu 
tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik 
tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh 
Orang. 
        9. Sertifikat . . . 
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9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat 
elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik 
dan identitas yang menunjukkan status subjek 
hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang 
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi 
Elektronik. 
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan 
hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak 
dipercaya, yang memberikan dan mengaudit 
Sertifikat Elektronik. 
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga 
independen yang dibentuk oleh profesional yang 
diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah 
dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan 
sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. 
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 
terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, 
terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik 
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 
autentikasi. 
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang 
terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan 
Elektronik. 
14. Komputer adalah alat untuk memproses data 
elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang 
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan 
penyimpanan. 
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan 
Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam 
jaringan. 
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter 
lainnya atau kombinasi di antaranya, yang 
merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer 
dan/atau Sistem Elektronik lainnya. 
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak 
yang dibuat melalui Sistem Elektronik. 
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 
     19. Penerima . . . 
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19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dari Pengirim. 
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara 
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, 
yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui 
internet, yang berupa kode atau susunan karakter 
yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi 
tertentu dalam internet. 
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga 
negara Indonesia, warga negara asing, maupun 
badan hukum. 
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau 
perusahaan persekutuan, baik yang berbadan 
hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya 
yang ditunjuk oleh Presiden. 
 
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan  
ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi 
sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi 
pasal Undang-Undang ini. 
 
3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai 
berikut: 
 
 
Pasal 26 
 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan, penggunaan setiap informasi melalui 
media elektronik yang menyangkut data pribadi 
seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang 
yang bersangkutan. 
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan 
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan 
Undang-Undang ini. 
           (3) Setiap . . . 
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(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 
menghapus Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada 
di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang 
bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. 
(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 
menyediakan mekanisme penghapusan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
diatur dalam peraturan pemerintah. 
 
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan 
ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 
27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan 
pasal demi pasal Undang-Undang ini. 
 
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga 
Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 31 
 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 
melawan hukum melakukan intersepsi atau 
penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer 
dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang 
lain. 
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau 
melawan hukum melakukan intersepsi atas 
transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di 
dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik 
tertentu milik Orang lain, baik yang tidak 
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang 
menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, 
dan/atau penghentian Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang 
ditransmisikan. 
     (3) Ketentuan . . . 
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau 
penyadapan yang dilakukan dalam rangka 
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, 
kejaksaan, atau institusi lainnya yang 
kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-
undang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
undang-undang. 
 
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) 
ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) 
Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) Pasal 40 
diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 40 
 
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari 
segala jenis gangguan sebagai akibat 
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi 
Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan 
penyebarluasan dan penggunaan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang 
melakukan pemutusan akses dan/atau 
memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem 
Elektronik untuk melakukan pemutusan akses 
terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
hukum. 
 (3) Pemerintah . . . 
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(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang 
memiliki data elektronik strategis yang wajib 
dilindungi. 
(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan 
rekam cadang elektroniknya serta 
menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk 
kepentingan pengamanan data. 
(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat 
(3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang 
elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan 
data yang dimilikinya. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan 
pemerintah. 
 
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), 
dan ayat (8) Pasal 43 diubah; di antara ayat (7) dan ayat 
(8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta 
penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 
berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 43 
 
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, 
kelancaran layanan publik, dan integritas atau 
keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(3) Penggeledahan . . . 
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(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem 
Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak 
pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan 
hukum acara pidana. 
(4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau 
penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan 
pelayanan umum. 
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari 
seseorang tentang adanya tindak pidana di 
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik; 
b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya 
untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan 
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik; 
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran 
laporan atau keterangan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik; 
d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang 
dan/atau Badan Usaha yang patut diduga 
melakukan tindak pidana di bidang Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik; 
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat 
dan/atau sarana yang berkaitan dengan 
kegiatan Teknologi Informasi yang diduga 
digunakan untuk melakukan tindak pidana di 
bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik; 
f. melakukan penggeledahan terhadap tempat 
tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat 
untuk melakukan tindak pidana di bidang 
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; 
    g. melakukan . . . 
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g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap 
alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi 
Informasi yang diduga digunakan secara 
menyimpang dari ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 
h. membuat    suatu    data    dan/atau    Sistem 
Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang 
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 
agar tidak dapat diakses; 
i. meminta informasi yang terdapat di dalam 
Sistem Elektronik atau informasi yang 
dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada 
Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait 
dengan tindak pidana di bidang Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik; 
j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam 
penyidikan terhadap tindak pidana di bidang 
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; 
dan/atau 
k. mengadakan penghentian penyidikan tindak 
pidana di bidang Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan 
hukum acara pidana. 
(6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku 
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan 
ketentuan hukum acara pidana. 
(7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan 
tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia. 
(7a)  Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia. 
(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi 
Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat 
berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk 
berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
    8. Ketentuan . . . 
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8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan 
Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan 
Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
Pasal 45 
 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 
(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran 
nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah). 
(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan pemerasan dan/atau 
pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
      (5) Ketentuan . . . 
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(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan delik aduan. 
 
Pasal 45A 
 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 
antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
Pasal 45B 
 
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau 
menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh juta rupiah). 
 
 
Pasal II 
 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 
                    Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2016 
 
                     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
                ttd 
 
 
                     JOKO WIDODO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 25 November 2016 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                 REPUBLIK INDONESIA, 
 
                                 ttd 
 
                    YASONNA H. LAOLY 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251  
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
Asisten Deputi Bidang Perekonomian, 
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, 
                                     ttd 
                     Lydia Silvanna Djaman 
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PENJELASAN  
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 11 TAHUN 2008 
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 
 
I. UMUM 
 
Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat 
serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta 
memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan 
Penyelenggara Sistem Elektronik. 
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan 
kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi 
tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang 
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang 
sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar 
pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari 
UU ITE mengalami persoalan-persoalan. 
Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali 
uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, 
dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. 
 
 
        Berdasarkan . . . 
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Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 
dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran 
nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik 
bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik 
aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan 
asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, 
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan 
penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi 
merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek 
kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (regulation) mengenai 
legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di 
samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan 
pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 
28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak 
privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam 
bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. 
Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 
20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk 
mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan 
ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus 
dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh 
karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau 
frasa “khususnya” terhadap frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik”. Agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan tersebut akan 
mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan 
ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas 
kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE. 
Kedua, ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan, 
dan penahanan yang diatur dalam UU ITE menimbulkan permasalahan bagi 
penyidik karena tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 
Elektronik begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan 
perbuatan atau alat bukti kejahatan. 
 
 
 
 
                     Ketiga . . . 
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Ketiga, karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten 
ilegal seperti Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama 
baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan 
menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 
Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan 
berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman 
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat 
diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk 
didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Dalam rangka 
melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat 
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan 
penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal 
dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta 
dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang 
terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan 
penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
Keempat, penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem 
Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas 
persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan 
pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap 
Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah 
kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan 
penetapan pengadilan. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali 
ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan 
dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai 
pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, 
menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebarluasan 
dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa 
ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana 
di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan 
menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar lebih 
harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal I 
Angka 1 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
 
Angka 2 
Pasal 5 
Ayat (1)  
Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat 
bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum 
terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan 
Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan 
hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang 
dilakukan melalui Sistem Elektronik. 
Ayat (2) 
Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan 
atau perekaman yang merupakan bagian dari 
penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan 
hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, 
dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya 
ditetapkan berdasarkan undang-undang. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
  Ayat (4) 
Huruf a 
Surat yang menurut undang-undang harus dibuat 
tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat 
berharga, surat yang berharga, dan surat yang 
digunakan dalam proses penegakan hukum acara 
perdata, pidana, dan administrasi negara. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
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Angka 3 
Pasal 26 
  Ayat (1)   
Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan 
data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak 
pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung 
pengertian sebagai berikut: 
a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati 
kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam 
gangguan. 
b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat 
berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan 
memata-matai. 
c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses 
informasi tentang kehidupan pribadi dan data 
seseorang. 
  Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
  Ayat (3) 
Cukup jelas. 
  Ayat (4) 
Cukup jelas. 
  Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Angka 4 
Pasal 27 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah 
mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada 
banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem 
Elektronik. 
Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah 
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain 
melalui Sistem Elektronik. 
Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” 
adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan 
dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang 
menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.  
              Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3)  
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan 
pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Ayat (4) 
Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan 
pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
 
Angka 5 
Pasal 31 
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” 
adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, 
membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau 
mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik 
menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun 
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau 
radio frekuensi. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Angka 6 
Pasal 40 
Ayat (1) 
Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk 
tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 
yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan 
inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi 
masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku 
usaha dalam mengembangkan produk dan jasa 
Teknologi Informasi dan komunikasi. 
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Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
Ayat (2a) 
Cukup jelas. 
Ayat (2b) 
 Cukup jelas. 
Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
Ayat (4) 
 Cukup jelas. 
Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
Ayat (6) 
 Cukup jelas. 
 
Angka 7 
Pasal 43 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 
yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
              Huruf d . . . 
   
- 8 - 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Cukup jelas. 
Huruf j 
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang 
yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi 
Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara akademis maupun praktis mengenai 
pengetahuannya tersebut. 
Huruf k 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Ayat (7a) 
Cukup jelas. 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 
Angka 8 
Pasal 45 
Cukup jelas. 
Pasal 45A 
Cukup jelas. 
Pasal 45B 
Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya 
perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang 
mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-
nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, 
dan/atau kerugian materiil. 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5952 	
